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BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

erbicara tentang hukum Islam (figh) merupakan bagian

dari unsur ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup
bagi manusia, terutama dalam melaksanakan tugas sebagai
khalitah di muka bumi. Figh cenderung berbicara tentang
aspek eksetons keagamaan yang bersifat legal formal, yang
berhubungan dengan boleh dan tidaknya sesuatu
pelaksanaan amaliyah, atau dengan kata lain sesuatu yang

dikaitkan dengan konteks halal-haram dalam agama.

decara etis, umat Islam haruslah berpedoman pada nilai-
nilai eksetoris Islam, bukan kepada ajaran hukum positf
manusia yang semata-mata hasil pemikiran manusia itu
sendiri  tanpa adanya keterkaitan dengan  dimensi
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ketuhanan. Legalitas hukum yang bersifat sekuler gmata,
akan  berakibat munculnya  problem  dehumanisasi

materialistik.’

Namun, yang selalu menjadi persoalan dalam proses
sosialisasi tigh (hukum Islam) bukan yang menyangkut
eksistensi hukum tersebut, tetapi yang sering menjadi ajang
perdebatan di kalangan ulama adalah dalam hal relevansi
maupun aktualisasi hukum itu sendiri, terutama bila
dikaitkan dengan keadaan, tempat maupun zaman.

Sebagai gambaran, pada awal abad di kerajaan Turki
Usmani, figh telah mencapai puncak kemundurannya. Ahli-
ahli hukum Islam mulai kebingungan melihat hal-hal baru
yang terdapat di kalangan umat Islam. Suatu permasalahan
akan langsung diputuskan Jaram, bilamana ternyata tidak
didapati dalam buku-buku klasik madhhab Hanafi. Dalam
menggambarkan kemudahan itu, al-Samih ‘Aut al-Zayn
dalam karyanya gal-Tagafah wa al-Tagafah al-Islamiyyah”,
mencatat bahwa waktu itu mulai diperkenalkan telepon ke
masyarakat di negeri itu. Akan tetapi, karena tidak didapati
dalam buku-buku figh klasik, maka ulama berfatwa bahwa
berbicara lewat telepon hukumnya haram. Ulama
mengharamkan dengan alasan, karena dianggap tidak sama
dengan yang dikenal selama ini. Sikap ulama yang waktu itu
menolak segala }?anharu, kenyataannya mendapat reaksi
keras dari sebagian umat Islam sendiri. Hukum Islam !alu
dituding tidak lagi sanggup menjawab tantangan zaman.”

! Muhammad Azhar, Figh Kotenporer dalaw Pandangan Neo Modernisme Lilam
(Y ogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 2.

2 Al-Samih “Atif al-Zavn, al-Tagafah we al-Tagafal al-Liandyyab (Mesir: Dar al-
Babi al-Halabi, 1967). Lihat pulaSatria Efendi M. Zein, Munawir Sjadzali dan
Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1995), 287.




Pada abad ke 19 tersebut, hubungan negeri-negeri Islam
seperti Turki Usmani dan Mesir dengan dunia Barat,
berpengaruh  besar terhadap sikap masyarakat Islam.
Perubahan-perubahan di kalangan mereka membuat hukum
Islam yang dipahami secara kaku itu menjadi lebih terpojok.
Ada yang mengatakan bahwa umat Islam waktu itu sedang
berada di persimpangan jalan. Satu jalan bertahan dalam
bentuk figth semula, satu jalan lagi umat Islam perlu
mengadakan perubahan pemahaman figth sejauh yang
meyangkut hasil /#had, dan satu jalan lagi hukum Islam harus
disingkirkan  dan digantikan oleh hukum lain. Tiga
persimpangan itu mengisyaratkan adanya tiga sikap para
ulama di kalangan umat Islam waktu itu.

Pertama, aliran yang ingin mempertahankan fiqih dalam
bentuk keadaannya, tanpa membedakan apakah hukum itu
berupa ketegasan wahyu atau berupa  hasil j#bad.
Kemunduran umat Islam yang sedang dirasakan itu tidak lain
adalah karena mereka tidak lagi kontisten dengan ajaran-
ajaran  hukum Islam, termasuk di dalamnya—demikian
mereka yakini—hukum fiqih hasil 7tibad yang terdapat dalam
buku-buku klasik. Umat Islam hendaklah secara ketat
berpegang pada produk g#bad masa silam, baik di bidang
ibadah maupun di bidang mwu'amalah. Para ulama janganlah
bermimpi untuk ber-jtibad. gRagaimana mungkin ber-sjtibad
padahal tidak sealim dan sepandai ulama-ulama wujtabid
terdahulu. Apa gunanya lagi melakukan ##bad, padahal
dalam buku-buku klasik telah tersedia segala bentuk hukum
untuk menjawab tantangan masa kini. Umat Islam haruslah
kembali mengikuti sejarahnya. Situasi dan kondisi harus
disesuaikan dengan tatanangghidup yang dikehendaki oleh
hukum figith yang tersedia, bukan sebaliknya di mana tigih
harus yang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi




masa kini. Demikian pandangan sebagian sebagian besar
umat Islam waktu itu. Mereka menolak segala bentuk
perubahan dan apa yang datang dari luar.’

Kedua, aliran yang berpendapat hanya berpegang B{da
hasil-hasil jjtthad masa silam dalam bentuk seadanya tidak
akan cukup untuk memecahkan masalah-masalah yang serba
kompleks di masa kini. Menurut aliran ini, kemunduran umat
Islam justraterutama karena mereka salah faham terhadap
agama dan tidak dibedakan antara ajaran-ajaran yang bersifat
absolut kebenarannya (ghayry ma’'qul al-ma'na) dengan hasil-
hasil zghad vang bersifat relatit kebenarannya (ma'gul al
mand). bukankah hukum Islam itu—selain yang ditegaskan
dalam wahyu—adalah hasil penafsiran para mugjlabid vyang
disimpulkan dar1 wahyu. Dan penafsiran itu sendiri ada
kemungkinan telah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi
waktu pembentukannya. Hukngslz_m yang hendak kita
tafsirkan kembali dan disesuaikan dengan masa kini hanyalah
vang berupa hasil-hasil penafsiran itu, bukan ajaran yang
murni atau tegas dalam wahyu. Aliran ini kemudian diikuti
oleh parqa penyusunan materi hukum perdata yang dekenal
dengan Majallat  al-Apkam al-’Adliyyah. Majallat ini selesai
pada tahun 1293 H / 1876 M, dan kemudian diundangkan di
kerajaan Turki Usmani.*

Ketiga, aliran yang berpendapat bahwa permasalahan yang
serba kompleks di masa itu tidak akan bisa dipecahkan oleh
norma-norma agama dalam ajaran hukum Islam. Adanya
pembaharuan penafsiran fiqith seperti yang ditawarkan oleh
aliran kedua di atas, tidak akan banyak menghasilkan
perubahan yang berarti di bidang hukum Islam dan sangat
lamban. Di samping itu, konsep dan metodenya masih

3Thid., 288,
bid., 289.




belum disepakati. Sementara itu, permasalahannya sudah
?emu’npuk yang sangat mendesak untuk dijawab. Dalam
ondisi yang demikian, aliran yang ketiga ini melancarkan
prnpagandaﬂahwa hukum Islam tidak siap pakai dan tidak
bisa lagi untuk memecahkan permasalahan di abad
kemajuan. Hukum Islam dianggap sebagai kendalz bagi
kemajuan. Menurut aliran ini, untuk jalan keluarnya, hukum
Islam harus disingkirkan dan digantikan dengan hu_bm—
hukum lain, yang di samping telah siap pakai, juga telah
terbukti kemampuannya di negara-negara maju dalam
memenuhi tuntutan zamatg—lukum yang mereka maksudkan
itu ialah hukum Barat. Aliran ini dianut terutama oleh
kelompok yang berpaham sekuler, baik di Turki maupun di
Mesir."Itulah gambaran tentang keadaan di masa itu.

Hingga kini, keadaan umat Islampun tidak jauh berbeda
dengan situasi masa lampau. Satu sisi ada yang berkomitmen
untuk  kembali kepada al-Quran dan Hadith dengan
pemahaman yang sangat tekstual. Bagl mereka, segala
praktek keagamaan dan amaliyah haruslah sesual dan sama
persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW
tanpa memandang kontek situasi dan kondisi serta tradisi di
mana berada. Namun di sisi lain, al-Qur'an dan Hadith di
samping difahami secara tekstual, juga difahami secara
kontekstual sekaligus. Dengan begitu, meskipun secara
tekstual tidak sama persis seperti yang dilakukan Nabi SAW,
tapi secara prinsip tidak bertentangan, maka masih bisa
ditolerir dan diterima sebagai bagian dari ajaran Islam.

Memang benar, bahwa sumber hukum Islam yang telah
disepakati oleh para ulama adalah al-Quran dan Sunnah
Nabi. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok

SThid., 290,




hukum Islam karena keduanya merupakan dalil utama
kepada hukum Allah (adillah al-abkam al-mansusah), karena
keberadaannya tedapat dalam Nars. Sedangkan dalil-dalil lain
selain al-Qur’an dan Sunnah seperti gmwa’, giyas, istihsan, al-
maslahab al-mursalah, istishab, Urf, shar'u man gablana, dan gau!
sahabi dianggap sebagai dalil pendukung (adillah al-abkam ghair
al-mansusah), yang hanya merupakan alat bantu untuk
memahami al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Karena hanya
sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur’an dan Sunnah,
sebagian ulama menyebutnya sebagai metode Istinbart’.

“Usf (adat istiadat/tradisi) merupakan salah satu metode
sstinbarhukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama-,
kalangan madhhab Hanati dan Maliki memandangnya
sebagai dalil hukum, akan tetapi kalangan madhhab yang lain
(Syafr’i, Hambali, Dhahiri, Syii) tidak memandangnya
sebagai dalil hukum. Meskipun madhhab Syafi’i tidak
memandang ‘U sebagai dalil hukum, akan tetap dalam
realitasnya Imam Syatit menggunakan sosiokultur budaya
(‘Urf) masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum, hal ini
terlihat dengan adanya gau/ gadim dan gaul jadid.

Masyarakat sangat terikat dengan ‘Urfiya. Pemerintah
pun terikat pula kepada tradisi rakyatnya, pemerintah tidak
mudah mengubah sesuatu yang manjadi tradisi rakyat. Ini
menunjukkan begitu besarnya pengaruh TUrf dalam tatanan
kehidupan, sehingga rasulullah menetapkan berlakunya TUrf
yang dipandamng baik dan istimewa dalam permasalahan

mu’amalah. Misalnya saja Abbas Ibn Abdul Muthalib yang

& Kata istinbat bila dihunbungkan dengan hukum, seperti vang dijelaskan
oleh Muhammad “Ali al-Fayyumi ahli bahasa Arab dan fikih, berarti upava
menarik hukum dar al-Quran dan Sunnah dengan jalan djiihad. Lihat Satria
Effendi, M. Zein, Ushul Figh (jakarta: Kencana, 2005), 177,




pernah menrma laba dari modalnya yang diusahakan oleh
orang lain, Rasulullah mengetahuinya dan diam saja.

Salah satu keistimewaan Islam adalah terletak pada
ajarannya yang memberikan ruang yang cukup untuk
menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini
terbukti ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-
wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan
ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat,
tetapt memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk
beradaptasi dengan budaya lokal, seperti antara lain pada
masyarakat Indonesia yang memperlihatkan Islam dan
budaya setempat nampak begitu mesra dan saling mengerti.

Akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal,
dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang
memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif
Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah tikih yang
menyatakan “al‘adalb mubakkamah” (‘Adab 1tu bisa menjadi
hukum), atau kaidah “alt‘adal shari’ab mublamah” (“Adab
adalah syari'at yang dapat dijadikan hukum).

Hanya saja tidak semua tradisi bisa dijadikan hukum,
karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran
Islam. Unsur budaya lokal yang tidak sesuai diganti atau
disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kaidah fikih di atas
terdapat pesan moral agar memiliki sikap kritis terhadap
sebuah tradisi, dan tidak asal mengadopsiSikap kritis inilah
yang justru menjadi perdorong terjadinya transformasi sosial
masyarakat yang mengalami persinggungan  dengan
Islam.Berdasar kaidah figh ini pula, kita memperoleh pesan
kuat bahwa restrukturisasi dan dinamisasi pemahaman
keagamaan Islam hendaknya selalu dikembangkan agar selalu
mampu merespon persoalan-persoalan masyarakat dan
budayanya yang selalu dinamis dan terus berkembang.




Dari sini dipahami bahwa sikap kritis tersebut, bisa
dilakukan melalui suatu upaya serius dengan mengerahkan
segala daya dan kemampuan yang dimiliki melalui kajian
mendalam untuk dapat menarik kesimpulan hukum yang
dikela dengan istilah™jjtihad™. Ijtithad inilah yang merupakan
ruh Islam, dalam arti, kejayaan Islam sangat berkaitan
dengan jlihad. Karena itulah penelitian ini dilakukan dalam
rangka berusaha merekonstruksi metodologi istinbat hukum
Islam melalui pemikiran reaktualisasi dan restrukturisasi
ajaran Islam melalui a/-'adab mubakkamab.

Dalam  pembahasan  mengenai  seputar  al-‘adab
muhakkamalh sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam,
ada beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita
untuk memahami sejarah dan latar belakang kemunculan
sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu
mengaplikasikannya secara langsung di dalam keseharian.
Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu
signitikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi
hukum adalah ‘wrfatau adat. Dalam ushul fikih “urf
dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam
menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat
tertentu.Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka
penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka
memberikan pemahaman yang komprehensip kepada
masyarakat  dalam  memahami  ajaran  Islam  yang
sesungguhnya, agar tidak terjebak pada sikap dan priaku
takfirimudah  mengkatirkan  oranag  lain),  mudah
mengangeap kelompok lain lid'ah dan menyimpang dari
ajaran Islam.

Ada beberapa fokus kajian yang menjadi s#ressing kajian
pada buku ini, yaitu perihal: Bagaimana konsep ‘adat dan ‘urf
menurut hukum Islam? Bagimana cara mengkompromikan,




jika terdapat pertentangan antara ‘adat-‘wrf dengan nas?, dan
bagaimana ke-bujah-an dan kedudukan ‘adat-‘wrf sebagai
upaya rekonstruksi hukum Islam?

B. Review terhadap Kajian Terdahulu

‘Adat dan  wf sebagai salah  satu sumber hukum,
keberadaannya memang masih diperselishkan. Karena itu,
keluwesan dan kelenturannya sebagai sumber hukum terus
menerus patut diuji dalam rangka menjawab tantangan dan
permasalahan  hukum Islam yang hingga kini terus
berkembang dan muncul dengan beraneka ragam, yang
demikian ini sejalan dan selaras dengan situasi dan kondisi
serta tradisi masyarakat Islam itu sendiri.

Di antara ilmuwan yang mencoba untuk mengkaji
persoalan ini adalah Dr. Mohd. Anuar Ramli dengan judul
“Urf dan ‘Adat Melayu sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di
Malaysia”. Buku ini memberikan informasi tentang Urf dan
‘Adat Melayu yang sudah berjalan dan berlangsung lama
serta dianggap baik oleh masyarakat setempat. Selanjutnya,
lambat laun menjadi sebuah tradisi vang mendarah daging
dan tidak mungkin diganti dengan budaya asing (lain) yang
datang kemudian. Dengan demikian, jika sebagaian
masyarakat Melayu tidak melakukannya akan terasa tabu dan
bisa jadi akan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya, karena
akan selalu menjadi bahan pembicaraan (gunjingan) setiap
waktu. Semula, wfdan ‘adat Melayu tersebut menjadi hukum
konvensional yang tdak tertulis, namun pada akhirnya
berkembang luas dan menjadi referensi bagi penetapan
hukum di seluruh Malaysia. Tulisan pada buku ini, lebih
menitik beratkan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan dan
sosiologis semata sebagai pertimbangan analisis-kritisnya.Di

samping itu, TulisanDr. Mohd. Anuar Ramli ini juga lebih




fokus pada aspek legal formal di balik pembahasan tentang
‘urfdan ‘adat Melayu tersebut.

Dengan melihat paparan di atas, maka posisi penelit
dalam kajian ini adalah berusaha untuk mengisi kesenjangan
teoritik yang belum dilakukan oleh para peneliti sebelumnya,
yakni sebuah upaya serius untuk mengelaborasi secara
komprehensif dan mendalam tentang dimensi metodologis-
epistemologis tentang ‘wf dan ‘adat sebagai salah satu
sumber hukum Islam yang merupakan upaya reaktualisasi
dan restrukturisasi hukum Islam agar senantiasa diterima
oleh umat dan relevan dengan perkembangan zaman,
terutama bila dikaitkan dengan keadaan, waktu dan tempat di
mana hukum itu dilaksanakan.

C. Penegasan Istila

Secara teoritik, Eah adalah sebuah kecenderungan
(berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu,
sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan
dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok.
Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang
lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah
daging dan hampir menjadi watak pelakunya.’

Sedangkan ‘“wf didefinisikan sebagai berikut:
Baa ) sal agle Craliiul o 30alas (o Ll sdlic) La sa o yall

““Urf adalah segala sesuatu vang dibiasakan manusia
dalam pergaulanya dan telah mantap dalam urusan-
urusanya’.

T Abdul Hag dkk, Ferwdasi Nalar Figh: Telaah Kaidah figih Konseptual,
(Surabaya; Khalista, 2009), 274,

& Mubhammad Abu Zahra, Usha! al-Figh, (Beirat: Dar al-Fikr al-Arabi, tth),
273.
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Walaupun secara dhahir dilihat dari sisi asal-usul kata
‘Adah dan ‘Urf berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang
menyamakannya, kedua kata ini Mutaradif (sinonim).
Seandaiya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat,
seperti : “hukum ini didasarkan kepada ‘Adah dan “Urt, tidak
berarti kata ‘Adah dan “Urf itu berbeda maksudnya meskipun
di gunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai
kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata
itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut,
kata ‘Urf sebagai penguat terhadap kata “Adah.

Dengan demikian, antara ‘adab dan ‘wrf mempunyai titik
tekan yang sama, yaitu adanya sesuatu yang sudah dibiasakan
dan diakui serta dikenal oleh orang ban;}ak dan dilakukan
berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan dalam
melakukanya.

Meski begitu, terdapat ulama yang membedakan antara
‘Urf dengan ‘Adab. Mereka memandang dua permasalahan
tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahn
‘Urf dan ‘Adab dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dan
budaya, tradisi, sosial, dan yang lainnya, dan tidak terfokus
pada permasalahan figih saja. Hal ini berbeda dengan Ulama
vang cenderung menyamakan antara T/ dengan ‘Adab,
mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi
istilah  Figh  vang kebanyakan para Fuagaba’ tidak
membedakan keduanya. Salah satu  buktinya adalah
munculnya (a'idah Fighiyah; Al-“Adah Mubakkamah yang
dalam kaidah tersebut menggunakan kata ‘Adal tetapi
sebenarnya yang dimaksud bukan hanya “Adab tapi juga Ut/

Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang
menganggap sama atau tidak antara @t “Adab dan al-"Urf
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karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak
menimbulkan konsekuens: hukum yang berbeda, maka dari
beberapa definisi di atas secara umum bisa disimpulkan
bahwa antara a/“Adab dan a/“Usf dapat dicirikan menjadi
empat unsur, yaitu:

l. Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan
berulangkali dan telah tertanam dalan diri

2. Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan,

spontanitas atau tidak

Acceptable (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang baik)

4. Berlangsung terus (Applicable) dan konstan serta merata
atau mayoritas dalam suatu daerah

b

Sedangkan Mubakkamabh adalah bentuk Mafs/ dan Masdar
Tahkim yang berarti penyelesaian masalah, jadi a/-"Adab baik
umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau
penerapan  suatu  ketentuan  hukum  ketika  terjadi
permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara
jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum
yang besifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan
dengan suatu aturan hukum yang besifat umum.’

? Ahmad ibn Muhammad Al-Zarqa’, Shard al-Qanaid al-Fighiyrad (Damaskus:
Dar al-Qalam,1996), 219.
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BAB 11

REKONSTRUKSI METODOLOGIS
ISTINBAT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Istinbat

ecara bahasa, istinbat' berbentuk isim masdar berasal dari
kata nabata atau nabufa yang berarti air yang mula-mula
keluar dari sumur yang digali. Kemudian mendapat
tambahan tiga hurut, yaitu aff wn dan /a’ sehingga menjadi
istinbat.  Isim  masdar (kata bentukan) ini  kemudian

VAl Raghib al-Istahani, Ma Jaw seifradat alFag al-Qur’an (Beirat: Dar al-Fikr,
1992), Lihat pula Ibrahim Husein, “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru”,
dalam iitibad dan Serotan (Bandung: Mizan, 1998), 25. Lihat pula Tim Penyusun
MEKD 1TAIN Sunan Ampel, Sowdi Hukww Tdow Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Press, 2011}, 233.
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mempunyai arti mengeluarkan air dari sumur (sumber
tempat air tersembunyinya). Setelah kata zs#nbat i1 dipakai
dalam studi hukum Islam, pengertiannya berubah menjadi
“upaya mengeluarkan hukum dart sumbernya”. Jika kita
perhatikan secara seksama, pengertian ini identik dengan
makna ztihad Hanya saja, bedanya jfzhad lebih luas, ERrena
istinbat merupakan bagian dari gtibad” Fokus istinbat adalah
teks suci, ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi SAW.
Karena itu usaha pemahaman, penggalian dan perumusan
hukum dari kedua sumber tersebut disebut is#znbat.

Dalam hal ini, Fazlur Rahman mengatakan bahwa baik
ylthad maupun istinbat mempunyai pengertian yang sekaligus
mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional,
sebagai berikut:

* ljtihad kata ijtihad secara bahasa berarti secara bersungguh-sunguh dalam
menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Ijtihad dalam pembahasan ushul
figh biasa didefinisikan mencurahkan daya upaya untuk sampai pada menemukan
hukum syar’i vang ‘amalivah vang diambil dard dalil vang spesifik (terperinci).al-
Shirazi mendefinisikan bahwa istifragh aluws§ wa badbl al- jubd fi falab al-bukm al-
shar?  fmenghabiskan  kemampuan dan  mencurahkan  dava  upaya  untuk
memperoleh  (menemukan)  hukum  svar’l). Sedangkan  al-Shawkani
mendefinisikan: badl aluns? § wnapli bukord al-shar'syyi ‘amaliyyi bi farigati alistinbati
(Mengerahkan segenap kemampuan untuk memperoleh (menemukan) hukum
shara’ vang bersifat praktis dengan cara istimbat). Kata f faded sava terjemahkan
“menemukan”, dengan demikian hukum Islam itu hanya ditemukan atauo
diperoleh dar dalil-dalil syar’i, dalam pengertian bahwa ada dalil vang utama,
vakni wahyu al-Qur'ain dan ada vang tidak utama, seperti ijma’ givas dan lainnva.
Dengan kata lain, hukum Islam dapat ditemukan melalui pendekatan deduktif
dan juga indukdf. Dari definisi ini, bisa disimpulkan bahwa ijthad itw a.
Merupakan usaha vang maksimal. b, Lapangan ijtihad itu m shara’. c.
Ditempuh dengan jalan istimbar. d. Harus dilakukan oleh ahlinya. Lihat Abu Ishag
al-Shirazi, atlwa’ f{ Usil al-Figh (Kairo: Mubhammad ‘Al Sabih, tt), 75. Lihat
pula Muammad bir *Ali bin Muhammad al-Shawkani, Irsbads/-Fada! (Beirut: Darx
al-Fiks, t.t), 250, Lihat pula Ahmad Zahro, Tradeisi Tntelektual NU (Y ogjakarta:
LKIS, 2004), 98.
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pendekatan yang dimaksudkan adalah terkaiqengan sumber
hukum.‘Ali Hasaballah mengatakan bahwa ada dua macam
pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam
melakukan ##inbat, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan
dan melalui pengenalan maksud Sharfat (wagasid al-Shari'ah).’
Pendapat Hasaballah ini telah disepakati oleh Fathi ﬂ
Daroyni—dosen figh dan wsu/ fighUniversitas Damaskus. la
menyebutkan bahwa pendekatan keilmuan yang paling tepat
adalah sesuai dengan watak obygenya sendiri. Aneka
pendekatan dan metode yang pernah dirumuskan oleh pakar
studi hukum Islam akan dikemukakan dalam bingkai istinbar.
Karena setiap pakar memiliki latar belakang pengetahuan
dan pengalaman yang tidak sama, maka metode yang
dirumuskan dan digunakan juga berbeda. Metode yang
berbeda inilah yang mengakibatkan munculnya madhhab
yvang berbeda pula.” Selaras dengan konsep-konsep mengenai
dasar-dasar hukum Islam, khususnya mengenai konsep al-
QQur'an dan Sunnah tersebut, bisa gdikatakan bahwa zitihad
maupun itnbat adalah merupakan usaha yang keseluruhan
unsur-unsurnya mengandung muatan jibad (perjuangan)
intelektual.

Dengan demikian, menurut hemat peneliti,s#nbat
merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh ulama’ pada
zamannya(‘wlama’ al-zaman) sesual dengan tuntutan dan
kebutuahn vyang ada. Is#nbat merupakan cara untuk
memperoleh landasan, pedoman, petunjuk dan sekaligus
arah ke depan serta legitimasi dalam hidup dan kehidupan

5 Al Hasaball4BR Usel ab Tashd™ alIshuawd, edisi 111 (Kairo: Dar al-Maarif,
1964). Lihat pula Nasrun Rusli, Kewsep [ifibad al-Shavkani Belevansinya dengan
Penharnan Hukunr Istan di Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 37, Lihat
pula Tim Penyusun MED TAIN Sunan Ampel, Soudd Hukaun, 234,

& Fathurrahman Djamil, Filafar Hukww Iifaw (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997, 110-118.
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umat. Umat Islam ditantang untuk menjadi umat terbaik,
sebagaimana QS: Ali Imran ayat 110:

4 TR

Cighaalls Gehald A Sa i) d4) e B33K
Jal oal 51 # Al Gdatisy &3LN = (5a355
22 D315 Gsialall e TaEl 153 &1 Sl

O shml3])

“Kamu adalah umat vang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma'raf, dan mencegah
dari vang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranva
ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di
antara mereka ada vang beriman, dan kebanyakan mereka
adalah orang-orang vang fasik”.”

Ayat ini menurut hemat penulis, bukan pemberian secara
cuma-cuma dan prerogratif, tapi lebih merupakan tantangan.
Oleh karena itu, responnya bukan bermalas-malasan atau
tidur lantaran beranggapan sudah ada jaminan. Namun harus
bekerja keras untuk mampu mewujudkan wa'raf untuk
kemudian pantas mengajak umat kepada yang ma’ruf, dan
mampu menghindari kemungkaran untuk kemudian pantas
melarang orang lain dari kemungkaran.

Pertanyaan  selanjutnya  adalah  mampukan  kita
mewujudkan  hukum Islam yang benar-benar dapat
membangun masyarakat modern, adil, makmur, aman dalam
kehidupan yang plural di tengah-tengah era globalisasi? inilah
salah satu tugas dan sekaligus tantangan bentuk baru hukum
Islam. Oleh karena itu formulasi /jtihad maupun istinbat baru
juga sudah menjadi tuntutan untuk dibangun, yang tentu saja

Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya, 94,
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tidak bisa lepas sama sekali dari proses continuity dari
bermadhhab, jtibad maupun istinbat masa lalu.

B. Hubungan antara Ijtibad dan Istinbat

Di muka telah dijelaskan bahwa is#inbat merupakan salah
satu cara atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid
untuk menggali atau mengeluarkagy hukum melalui sebuah
upaya vang disebut gfibad, yakni mengkaji dan mendalami
makna suatu lafaz untuk dikeluarkan atau ditetapkan
hukumnya. Ini berarti bahwa usaha menetapkan suatu
hukum dari suatu #ags yang secara jelas telah menunjukkan
suatu hukum, tidak bisa dinamakan ##ibad.

:

Berbicara tentang fibad tidak bisa dilepaskan dari
pembahasan zs#inbat. Keduanya, ibarat dua sisi mata uang
saling koeksistensi satu sama lain. Dengan demikian, tampak
jelas bahwa signifikansi jtibad terhadap sstinbat dalam Ialgka
pengembangan hukum Islam agar tetap eksis dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat serta mampu memberikan
jawaban positif tethadap berbagai permasalahan umat yang
menuntut adanya penyelesaian dengan segera, mutlak adanya
dan seharusna terus berlanjut sepanjang masa.Yang
demikian itu, sangat rasional dan tidak menyalahi ajaran
Islam itu seggliri. Apalagi melihat kenyataan bahwa dari 6236
al-Qur’an, hanya kira-kira 500 ayat saja yang jelas-jelas
berbicara masalah hukum. Oleh karena itu, diperlukan jitibad
untuk menginterpretasi #ass yang terbatas itu agar berbagai
masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nass
dapat dicari pemecahannya™

B Avat al-Quran berjumlah lebih dard 6000 ayat, tetapi hanya sebagian kedil
dari jumlah itu vang merupakan ayvat-avat yang mengandung ajaran-ajaran tentang
keimanan, ajaran-ajaran tentang hubungan vertical manusia dengan Tuhan dan
ajaran-ajaran tentang hubungan horzontal manusia dengan manusia. Menurut
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Permasalahan selanjutnya adalah apakah ulama’-ulama’
sekarang memiliki kompetensi untuk melakukan j#bad?
Bukankah z#had itu merupakan upaya merumuskan hukum
Islam vang tidak setiap orang berhak melakukannya, kecuali
vang bersangkutan memiliki kompetensi sesuai dengan
batasan-batasan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh
ulama’-ulama terdahulu? Kendati permasalahan ini di atas
telah sedikit disinggung, pada bagian ini penulis ingin
memperdalam kajian tentang ##bad yang dimaksud. Kajian
ytthad ini  diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian
sebelumnya.

Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, memang
para ulama’ berbeda dalam menggkapinya. Sebagian ulama’
mengatakan bahwa pintu g#bad telah ditutup (ihlag bab al-
ijlibad atau closing the gate of ijtibad). Penulis, termasuk orang
yang berpendapat sebaliknya, yaitu pintu j#badselalu terbuka
sampal kapan pun, karena melalui jalan inilah dinamika Islam
senantiasa terjaga.” Pemikiran ini bukan pemikiran asli

perkiraan ulama’, jumlah ayat-ayat itu hanya kira-kira 500 ayat: 130 ayat mengenai
keimanan, 140 ayar mengenai ibadat, dan 230 ayat mengenai muamalat atau
hidup kemasyarakatan manusia. DI sampig it, ada pula ayat-ayat yang
mengandung ungkapan tentang fenomena alam vang erat hubungannya dengan
filsafat dan ilmu pengetahuan. Sebagian dari ayat-ayat selebihnya mengandung
twayat tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Saw, dwayat umat-umat
dahulu, teladan serta ibarat vang dapat diambil dard pengaliman umat-uma
terdahulu, hidayah serta kesesatan dan kebaikan serta kejahatan. Iskandar Usman,
Istihsan dan Pembaharuan Hukumf§lam (Jakarta: RajaGrafindo Persada dan
LSIK, 1994), 118-119. Lihat pula Jath Mubarok, Sejarah dan perkembangan
Hukum Islam {Pandung: Remaja  Rosdakarya, 20000, 25, Lihat pula
ImamSyaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islim Indonesia dan
Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 20006}, 34-35.

Y Doktrin tentang “tertutpnya pintu” ijtihad merupakan masalah vang
kontroversial. Tidak bisa dipastikan kapan doktrin itu digemakan. Berkaitan
dengan ini, Anderson mengatkan@lkngan mengkristanya ajaran madhhan, hak
berijihad dibatasi sampai kira-ldra akhir abad ke 3 H {atau sejak awal abad ke 4
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penulis, melainkan merupakan refleksi kesetujuan terhadap
pendapat ulama’ yang lain. Yang demikian ini, bisa dilihat
surat a/-Fashr ayat 2:

R # L

La 1553581 fadadall 20l agails 223530 (53 )40

aas¥) )
“Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran,
Hai orang-orang vang mempunyai wawasan’.'"

Allah memerintahkan kepada siapa saja yang mempunyai
kemampuan berpikir untuk mengambil pelajaran dar
peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hal in1 merupakan petunjuk
melakukan zitzhad atrﬂ orang-orang yang telah memenuhi
syarat-syaratnya. Juga Hadith yang diriwayatkan oleh al-Haris
bin ‘Amr tentang Mu’adh bin Jabal, ketika ia akan diutus
oleh Nabi SAW ke Yaman, sebagai berikut:

ﬂdﬂjuljmdulwdhgwjﬁwupl
Jm*_@*;ﬂs_mmwmgummgﬂumgm
Jumuus&u&guu_pamuus#uqﬂx
A 5y A o 38 A 8 06 sk ol i LT 0

H menurut Schacht). Terlepas masalah waktu tersebut, Sepak digemakannya
“tertutuprya pintu” ijtihad kehidupan taglid membelengpu kehidupan umat
Islim. J.N.D. Andrson, Law Reform in The Muslim Word (London: The
Athlone Press, 1976), 7. Joseph Schatch, An Introduction to Islimiec Law
(Oxfor xford University Press, 1984). Wael Hallaq Menegaskkan bahwa pintu
ijtihad  tidak pernah  tertutup baik secara teoritis mapun praktis. Dia
mengemukakan I-gti cksistensi ijtihad secara teoritis dalam literature ushuo al-
Figh.Wael Hallaq dalam The Bl ford Encyclopedia of the Modem Islamic Word,
sebagaimana dikutip oleh Ilvas Supena dan M. Fauzi, Dekonstruksi dan
Rekonstruksi Hukum Islam ( Yogjakarta: Gama Media, 2002), 212, Lihat pula

‘ﬁ}d%l Rekonstruksi. 30
epag BRI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 915.
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Dari al-Haris bin ‘Amr, dar sekelompok orang teman-
teman  Mu’adh,  sesungguhnya  Rasulullah  SAW.
mengutusMu’adh ke Yaman, maka beliau bertanya kepada
Mu’adh, atas dasar apa anda memutuskan suatu persoalan?
dia menjawab, dasarnya adalah kitab Allah, Nabi SAW
bertanya: “kalau tidak anda temukan dalam kitab Allah?”, dia
menjawab dengan dasar Sunnah Rasulullah SAW. Beliau
bertanya lagi: kalau tidak ada dalam SunnahRasulullah?”,
“Mu’adh menjawab aku akan berijtihad dengan penalaranku,
maka Nabi SAW berkata: “Segala pujian bagi Allah yang
telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah SAW.” (HR.
AbuDawud &Tirmidhi).

Bahwa kemudian orang memperdebatkan siapa yang
berhak untuk berjtbad dan metode istinbat hukum apa yang
digunakan dalam /Jerjtibad, itu permasalahan lain yang bisa
kita diskusikan kembali. Namun demikian, penulis tetap
menggarisbawahi bahwa tentu tidak semua orang berhak
melakukan gtibad, yakni hanya mereka yang telah memenuhi
persyaratan sebagai mujtahid yang dapat melakukannya
sebagaimana yang telah disepakati oleh kalangan ulama’ itu
sendiri.

Berkaitan dengan penentuan syarat-syarat seorang
mujitahid ini, menurut Muhammad Hashim Kamali—yang

W AWalau sebagian ulama, antara lain Ibn Hazm keberatan terhadap Hadith
tersebut lantaran dianggap da’if, karena diriwayatkan hanya dari jalur al-Harith
bin ‘Amr vang dianggap majhul, namun Hadith sahih vang lain vang semakna
cukup banyak, maka menurut Ahmad Zahro Hadith ini dapat dijadikan hujjah
atau dalil. Ahmad Zahro, Tradisi., 100. Lihat pulaAbu Dawad, Sunan Abi
Dawud, Juz 111 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 303. Lihat pula Aba Isa Mubhammad bin
Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Juz 111{ Beirut: Dar al-Fike, 1994), 62.
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yang sebagaimana sebagaimana yang telah dikutip oleh
Ahmad Zahro—mengatakan bahwa untuk menjaga
kesopanan dalam pelaksanaan z#had, para ulama menetapkan
persyaratan tertentuseperti kualitikasi yang harus dimiliki
oleh mujtahid, dan serangkaian aturan yang dirancang dan
harus dipenuhi untuk menjaga integritas y#zbad dan mujtahid
itu sendiri, serta untuk menghindarkan diri dari lontaran
kritik kesewenang-wenangan yang tak berdasar terhadap
orang lain. Jika gtibad dan mujtahidnya memenuhi
persyaratan yang diperlukan, maka hasil yang dicapai tidak
bisa diganggu gugat. Validitasnyapun tidak dipengaruhi oleh
kritik orang lain.”Hanya waktu dan diskursus ilmiyah saja
vang dapat memberikan penilaian obyektit terhadap hasil
suatu z#had, itupun tidak bisa membatalkannya kecuali oleh
mujtahid itu sendiri yang menarik pendapatnya.”

Terdapat banyak rumusan tentang persyaratan mujtahid
tersebut yang telah diajukan oleh para ulama dengan variasi
peristilahan yang berbeda, namun jika dicergati dengan
seksama, secara esensial tidaklah jauh berbeda. Di antaranya

adalah Wahbah al-Zuhayli menyimpulkan ada delapan
persyaratan yang harus di penuhi oleh seorang mujtahid: "

12 Zahro, Tradsisi., 106, Lihat pula Muhammad Hashim Kamali, Kebebasan
Berpendapat dalam lslam, terj. Eva Y. Nukman dan Fathivah Basri (Bandung:
Mizan, 1996), 69.

13 Zahro, Ibid., 107

14 Wahbah al-Zuhayli, al-wasit Fi Usul al-Figh (Damaskus: al-Matba'ah al-
Ishimiyyah, 1969), 1011. Lihat pula Satria, Ushul Figh..., 251-255. Berkaitan
dengan hal ini, al-Ghazall mfiktapkan dua svarat, vaitu menguasai berbagai
dimensi hukum shara’, dan memiliki daya analisis, mengetahui mana yang
seharusnya didahulukan atau di akhirkan; serta adil dan mampu menjauhi
perbuatan maksiat, terutma yang dapat mempengaruhi keadilan. Hal ini puna
menjamin hasil ijtihadnya dapat dijadikan pegangan.Siapa vang tidak adil, maka
fatwanva tidak dapat diterima, kecuali untuk dirinva sendird. Baca al-Ghazali, al-
Mustasfa (Beirut: Dar al-Kutub al-“llmiyyah, 1993), 342, Imamal-Shatibi™ juga
menetapkan dua svarat, vaitu memahami tujuan pokok Shari‘at (Islam) secara
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a. Mengerti dengan makna-makna yang dikandung oleh
ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an baik secara bahasa
maupun menurut istilah shart’at. Tidak perlu menghafal
seluruh al-Qur’an. Seorang mujtahid cukup mengetahu
tempat-tempat dimana ayat-ayat hukum itu berada,
sehingga mudah baginya menemukan waktu yang di

butuhkan.

Menurut Imam al-Ghazali (505 H),” jumlah ayat-ayat
hukum yang perlu dikuasai itu sekitar 500 ayat. Pembatasan
jumlah ayat-ayat hukum seperti di kemukakan al-Ghazali itu

1
sempurna dan mampu melakokan istinbat (penggalian dan penetapan) hukum

dasarkan pemahamannya terhadap tujuan pokok Shariat (Islam).Baca Abi
shaq Ibrahim al- al-Shatibi, al- Muwafagat fi Usal al-Ahkam, juz 11 (TTP: Dar
al-Fikr, tt), 56. Sedangkan persyaratan mujtahid yang dikemukakan al-Amidi dan
al-Baydawi, sebagaiman@Wikutip al-Zubayli, mencakup dua hal pokok, vaitu
harus sudah dewasa, beriman kepada Allah dan Rosul-Nya, dan harus
mengetahui/memahami  berbagai  dimensi/bagian  hukum-hukum  shara’,
beberapa metode penetapannya, serta segi-segi dalalahnya (maksud vang
dikehendaki). Baca az-Zuhaili, Usal al-Figh, juz II, 1044, Muhammad Abu
Zahrah  secara  terurai menetapkan  persyaratan  untuk  status  mujtahid
sebagaimana berikut: menguasai bahasa Arab, menguasai Al-Qur'an beserta
nasikh dan mansukhnya, menguasai al-Sunnah, mengetahui posisi jjma’ (hukum
sesuatu yang sudah  disepakati) dan  khilaf (vang masih  diperselisihkan),
mengetahui givas (analogi), mengetahui twjuan pokok shara’, memiliki kecerdasan
vang tingri dan kemampuan intelektual, dan memiliki niat vang tulus dan
kevakinan vang benar. Abua Zahrah, Usul al-Figh, 380-389. Lebih detail dari Abu
Zahroh, Sayyid Mubhammad Muosa “Twana” al-Afganistani mengemukakan
syarat-svarat bagi orang vang berhak memiliki status sebagai mujtahid adalah
syarat umum: baligh (dewasa), berakal sehat, cerdas, beriman; syarat penting:
menguasai bahasa Arab, menguasa Usul al-Figh, menguasai ilmu mantiq (logika),
mengetahui al-bara’ah alasliyvah (pada dasarnya tdak ada keharusan berbuat
sesuatu atan larangan untuk tidak berbuat sesuvatu tanpa ada ketentuan dari
hukum shara”); syarat pokok: menguasai Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya, memahami
as-Sunnah dan ilmu-ilmunya, memahami tujuan Shari‘at Islam, menguasai al-
Qawaid al-Kulliyyah  (kaidah-kaidah fikih bersifat umum): svarat pelengkap:
mengetahui tidak adacfy dalil qat’ (vang pasti), mengetahui posisi khilaf, saleh
dan bertagwa. Sayvid Muhammad Musa . . L
Meda Hajatuna Iayhi fi Hadha al-" Asr (Kairo: al-Madany, 1973), 160-205.

Bal-Ghazali, al-Mustasfa .. Ibid.
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geh sebagian ulama’ tidak di sepakati al-Shawkani (w. 1250
H) umpamanya menyebutkan bahwa ayat-ayat hukum dalam
al-Qur'an bisa jadi berlipat ganda dari jumlah yang di
sebutkan  al-Ghazali itu. Orang vang mendalam
pemahamannya bahkan mungkin meng-/#nbat-kan hukum
dari ayat-ayat dalam bentuk kisah umat-umat terdahulu
Pembatasan jumlah ayat yang di kemukakan al-Ghazali itu
demikian komentar al-Shawkani, bisa dianggap benar bila
mana yang di maksud adalah ayat-ayat yang dengan langsung
menunjukkan hukum, dalam arti belum termasuk ke
dalamnya ayat-ayat yang tidak langsung menunjukkan
hukum.

Mengetahui makna ayat secara bahasa, vyaitu dengan
mengetahul makna-makna mufrad (tunggal) dar suatu Jafy
dan maknanya dalam susunan suatu redaksi. Pengetahuan
seperti itu mungkin di dapatkannya karena bakat atau karena
tumbuh di kalangan masyarakat yang menguasai seluk-beluk
bahasa arab atau dengan cara mempelajari ilmu bahasa arab.
Adapun pengetahuan tentang makna ayat-ayat secara shara’
ialah dengan mengetahui berbagai segi penunjukan /gfy
terhadap hukum, seperti melalui maning (makna tersurat),
lewat mafbum muwafagah (makna tersirat), atau mafbum
miukhalafah (makna kebalikan dari makan tersurat), serta
mengetahui pembagian /Ay dari segi cakupannya, seperti /afy
umum dan /gfy khusus, dan mengerti pula dengan tingkatan
kejelasan dan ketidakjelasan dari penunjukan suatulsfy
terhadap maknanya. Disamping itu, juga mengetahui tentang
“ilat atau alasan logis mengapa sesuatu di perintahkan dan
mengapa di larang,

b. Mengetahui tentang hadith-hadith hukum baik bahasa
maupun dalam pemakaiannya shara’, sebagaimana telah di
uratkan pada syarat pertama. Seperti halnya al-Qur'an,
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maka dalam masalah hadith juga tidak mesti dihafal
seluruh hadith yang berhubungan dengan hukum, tetapi
cukup adanya pengetahuan di mana  hadith-hadith
hukum yang dapat di jangkau bilamana diperlukan.
Menurut sebagian ulama’ misalnya ibnu al-‘Arabi (w. 543
H), ahli tafsir di kalangan Malikiyyah, seperti dinukil
Wahbah al-Zuhayli, jumlah hadith-hadith hukum sekitar
3000 hadith, sedangkan menurut riwayat dari ahmad bin
hambal bahwa hadith-hadith hukum sekitar 1200 hadith,
namun Wahbah al-Zuhayli, tidak sependapat dengan
pembatasan jumlah hadith hukum itu. Menurutnya, yang
penting bagi seorang mujtahid mengerti dengan seluruh
hadith-hadith hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab
hadith besar yang sudah diakui, seperti Sabihal-Bukbari,
Sahih Musiim, dan lain-lain.'

c. Mengetahuw tentang mana ayat-ayat atau hadith yang telah
di mansukh (telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Allah
atau Rasul-Nya), dan mana ayat-ayat atau hadith yang me-
naskh atau sebagai penggantinya. Pengetahuan seperti ini
diperlukan, agar seorang mujtahid tidak mengambil
kesimpulan dari ayat-ayat atau hadith yang sudah
dinyatakan tidak lagi berlaku.

16 Menurut al-Ghazali, seorang mujtahid juga dituntut untuk menguasai al-
Hadith al-Sahih (hadis vang sahih) terutama vang berhubungan dengan hukum
dan harus memahami ilmu-ilmu vang berkait dengannya, seperti ilmu diravah
(sesuatu ilmu untuk mengetahui hal thwal sanad, matan, cara-cara menerima dan
menvampaikan hadis, sifat-sifat perawi dan sebagainya). Juga ilmuriwayah (suatu
ilmu vang mempelajari  tentang  cara-cara  penukilan, pemeliharaan  dan
pembukuan apa-apa vang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan,
perbuatan maupun tagric /ketetapan), serta sebab-sebab wurud (terjadinya) hadis
dan sebagainya. Seorang mujahid tidak dituntut untuk hafal seluruh Hadith
tentang  hukum, melainkan  cukup  mengetahui  letaknya  ketika  hendak
dipergunakan. Tetapi, jika hafal seluruh avat mavpun Hadith maka akan lebih
baik dan sempurna.
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Mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang
sudah terjadi jma’ tentang hukumnya dan mengetahuw
tempat-tempatnya.  Pengetahuan ini di perlukan agar
seorang mujtahid dalam ##bad-nya tidak menyalahi
hukum yang telah di sepakati para ulama’.

Mengetahui tentang seluk-beluk gzyas, seperti syarat-
syaratnya, rukun-rukunnya, tentang 7/af hukum dan cara
menemukan #a/ itu dari ayat atauhadith, dan mengetahui
kemaslahatan yang dikandung oleh suatu ayat-ayat hukum
dan prinsip-prnsip umum shari‘at Islam.

Menguasai bahasa arab serta ilmu-ilmu bantu yang
berhubungan dengannya. Pengetahuan ini di butuhkan,
mengingat al-Qur'an dan Sunnah adalah bahasa Arab.
Seseorang tidak akan bisa meng-istznbat-kan hukum dan
dua sumber tersebut tanpa mengetahui seluk-beluk
bahasa Arab. Antara lain misalnya, mengetahui nama /af3
.umum dan /afy khusus, mana lafy bakikat dan mana lafy
majaz, lafz mutlag dan  mugayyad, dan berbagai cara
penunjukan /gy terhadap maknanya. Penguasaan bahasa
arab tidak perlu menjadi ahli, tetapi cukup sekedar
mampu memahami secara benar ungkapan-ungkapan
dalam bahasa Arab dan kebiasaan orang arab dalam
pemakainnya.

Menguasal ilmu wsu/ figh, seperti tentang hukum dan
macam-macamnya, tentang sumber-sumber hukum atau
dalil-dalinya, tentang kaidah dan cara meng-istinbat-kan
hukum dari sumber-sumber tersebut, dan tentang z#had.
Pengetahuan tentang hal ini di perlukan karena usul figh
merupakan pedoman yang harus di pegang dalam
melakukan jtibad.
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h. Mampu menangkap tujuan shari’ah dalam merumuskan
suatu hukum. Pengetahuan ini di butuhkan karena untuk
memahami suatu redaksi dan dalam penerapannya kepada
berbagai peristiwa, ketepatannya sangat tergantung
kepada pengetahuan tentang bidang ini. Hal itu di
sebabkan, penunjukan suatu /afy kepada maknanya
mengandung berbagai kemungkinan, dan pengetahuan
tentang wagasid al-shariabh memberi petunjuk untuk
memilih pengertiannya yang mana yang layak diangkat
dan difatwakan. Disamping itu, dan yang terpenting,
dengan penguasaan bidang ini prinsip-prinsip hukum
dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dapat
dikembangkan, seperti dengan gquas, whhsan, masiabal
mirsalah dan lain-lain.

Menurut  hemat penulis, kesalehan dan ketakwaan
seseorang merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang mau
melakukan g#thad agar supaya ia tidak memberikan fatwa-
tatwa hukum untuk kepentingan pribadi, politik, golongan,
penguasa dan sebagainya. Di samping itu, agar fatwanya
berpengaruh dan dipatuhi oleh umat Islam, maka hendaknya
fatwa tersebut harus benar-benar dapat
dipertanggungjawabkan baik terhadap masyarakat, negara
terlebih lagi kepada Allah SW'T.

C. Pendekatan Istinbat Hukum Islam
Dalam ustinbat al-ahkam terhadap al-Qur’an dan Hadith di

kalangan ahli hukum Islam dikenal dua pendekatan, yaitu a/t
gawa'id al-lughawiyah (kaedah-kaedah kebahasaan) dan af
gawa'id al-tashri’iyah (kaedah-kaedah untuk menangkap ruh
atau semangat shari‘at).
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1. Bendekatan kebahasaan (al-qawa’id al-lughawiyyah)
Al—g

SWT. dengan menggunakan bahasa arab yang kaya akan
makna. Oleh karena itu, dalam memahaminya dibutuhkan
ilmu bahasa untuk mengungkap makna yang terkandung di
dalamnya.”” Pendekatan kebahasaan ini merupakan suatu
yang sangat penting, sebab al-Quran banyak memuliki
makna yang sulit dipahami jika seseorang tidak memuiliki
pengetahuan yang mendalam tentang bahasa  al-Qur’an
(bahasa Arab). Di sinilah pentingnya peran dan fungsi
bahasa, khususnya bahasa Arab untuk menjelaskan bahwa
betapa kandungan al-Qur’an hanya dapat dipahami melalui
pendekatan dan kemampun memahami bahasa al-Qur’an itu
sendiri.

Kebahasaan yang dimaksud di sini adalah kaedah dasar
bahasa yang dipergunakan untuk memahami ungkapan nas-
nasshari'at yang  tersusun  dari  kata-kata  Arab, vyang
menghasilkan uslub bahasa yang tinggi."® Kaedah bahasa
merupakan istilah lain bagi kaedah wswlyyah atau kaedah
istinbatiyyah."”

ur’an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah

Pendekatan bahasa ini dalam kajian usul figh mencakup

empat pokok masalah:
1) Ditinjau dari segi makna sesuai dengan bentuk /afy

Pernyataan-pernyataan  dalam al-Qur'an ada vyang
‘am (umum), yaitu /lafy yang mencakup segala sesuatu yang

" Ali Hasan al-*Asddl, Sefaral dan Metodolggi Tafsir, Cer. 11, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada), 4.

18 Abd al-Wahab Khalaf, ‘W Usid al-Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1942), 141.

1% Muhlis Usman, Keedeb-kaedad Usilippal dan Figibiyyah, (Jakarta: Rajawali
Press, 2002}, 6.
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tergabung di dalamnya tanpa ada batasan.®’ Pernyataan
umum (lex generalis) dimaksudkan untuk pengertian umum
sesuai dengan makna kata yang digunakannya.”’ Maksudnya,
sasaran hukum dalam pernyataan umum tersebut adalah
tanpa  pengecualian.Pernyataan  “barangsiapa”  berarti
menunjuk kepada siapapun, jenis kelamin apapun, generasi
manapun, tanpa pembatasan. Seperti dalam surat a/-Nisa'
ayat 92:

) Liea U355 ;_-,._'1 Dabhl OIS g
Sash A28 5y Al LA Wishh J58 Ga

by

“Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan
tidak sengaja (hendaklah) ia memerdekakan seorang
hamba sahaya vang beriman...”.#

Ulama berbeda pendapat mengenai dalalal ‘am, Hanafiyah
berpendapat bahwa lafs'am itu gat’i dalalah-nya, selagi tidak
ada dalil lain yang men-/fekbsis-nya atas satuan-satuannya.
Sementara Maliki, Syatii dan Hambali
mengatakan lafag am itu zanni dalalahb-nya atas semua satuan-
satuan yang di dalamnya.”

Adapula  &bas, vyaitu /lafy vyang dipergunakan untuk
menunjukkan satu bagian tertentu.” Pernyataan khusus (lex
speaalis) mengandung pengertian tunggal atau beberapa

2 Abu Yahya Zakaria al-Anshar, Ghayal al-Wisad, (Semarang, Toha Putra,
tth), 69,

2 Hamka Haq, Fafiafah Used Figh, (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam,
1998, 163

= arternen Agama RI, al-Qur'andan Terjemahnya, 135.

2 Muhammad Abu Zahrah, Usaf et Figh, (Mesir: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1958),
124-125,

# Abd al-Wahab Khalaf, T Usw/ alFigh, 191.
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pengertian yang terbatas.” Sepert dalam surata/-Maidah ayat
89:

ls.i., i:-s..l]n..d..]l 3 }.‘Lj—ﬂ..‘l d..lv.'l'l i:.S__-.L‘,.I ‘Jr
{:.L.t..LL 4..1 J]LJSE ll...q..llhrl ;:..1_3.':- IL.A.] 1:.5 _1|l‘g.1

1:5.1.1.&1 j.q.tL.l L LMJL ,_;.4 'HJ-]S.LM-A b_}.....-.':-

__-L.I 1,:.1 :__;.43 4..13__} _).1__)_1.1 :gi- ’.15..1"....;..5. Jl
: 3

1,:.‘..
“Allah tdak menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpahmu vang tidak dimaksud (untuk bersumpah),
tetapi  Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpah vang kamu sengaja, maka &affarat (melanggar)
sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin,
vaitu dari makanan vang biasa kamu berkan kepada
kelnargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau

4.:' .J. Lﬂ.ﬁaﬁ

memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tdak

sanpoup melakukan vane demikian, maka kaffaramva
Zeup yarg » 3

puasa selama tiga har...” .2

Dalam pernyataan ini, kata “sepuluh” menunjuk suatu
angka yang pasti, yakni antara sembilan dan sebelas, tidak
lebih dan tidak kurang. Tidak ada pengertian yang lain.
Karenanya, hukum dari pernyataan tersebut tidak
memperkenankan pemberian makna kepada sembilan atau
sebelas orang miskin. Namun demikian, pernyataan hukum
yang khusus ini ada yang bersifat mutlak (wutlag) tanpa
pembatasan dan ada pula yang dibatasi (wugayyad).” Para
pakar studi hukum Islam sepakat bahwa pernyataan hukum
yang khusus ini bersifat final dan pasti (gar7), sehingga
menutup pengertian yang lain. Sifat ini juga berdampak pada

Zﬁgul_mmmad Abu Zahrah, Uswl al-Figh, 120
26 Departemen Agama RI, al-Curan dan Terjemahnya, 176.
=7 Satria Effendi, Ulsw! Figh, (Jakarta: Kencana, 2005), 205,
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hukum yang dikandungnya, yakni hukum yang final dan
pastl.

Suatu penyataan dianggap mutlak (mutlag) bila tidak ada
pembatasan sama sckali yang mempersempit keluasan
pengertiannya.” Sebaliknya, pernyataan dianggap terbatas
(mugayyad), karena ada pembatasan yang mempersempit
pengertiannya. Pernyataan “budak™ menunjuk pada siapapun
yang termasuk dalam pengertian budak, manusia yang
kemerdekaannya direnggut oleh orang lain. Ketika
pernyataan “budak’ dibatasi dengan “yang memeluk agama
Islam”, maka budak non-muslim tidak dimaksudkan oleh
pernyataan tersebut.

Dalam satu sumber hukum, terdapat kemungkinan
pengulangan pernyataan khusus. Di satu tempat, penyataan
khusus ini dibatasi, di tempat yang lain dijadikan mutlak.
Dalam al-Qur’an, banyak terjadi pengulangan kata, baik yang
mutlak maupun terbatas. Pakar studi hukum Islam membuat
rumusan mengenal hal ini.Jika kata yang diulangi bermakna
mutlak semua, maka maknanya juga mutlak. Sebaliknya, jika
kata yang diulangi dibatasi dengan pembatasan yang sama,
maka kata ini dimaknai sesuai pembatasannya.

Akan tetapi, jika pengulangan itu memuat kata yang
mutlak dan terbatas dalam tempat yang berlainan, maka
terdapat dua kemungkinan makna. Pertama, kata yang mutlak
diberi pembatasan sesuai kata yang terbatas. Hal ini
diberlakukan jika masing-masing kata memiliki kesamaan
hukum dan sebab. Apakah yang dimaksud dengan
pernyataan “darah” dalam surata/Maidah ayat 37 Jawabannya
ditemukan dalam surata/~An’am ayat 145, yaitu “darah yang
mengalir”. Makna “darah’ di ayat yang kedua bisa

2 Abd al-Wahab Khalaf, 1w Uswl al-Figh, 45.
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dimaksudkan untuk kata “darah™ di ayat pertama, karena
kata “darah™ di dua ayat tersebut menunjukkan hukumnya
haram dalam memakan darah. Pemberlakuan ini juga bisa
diterapkan kata yang hukumnya sama, tetapt sebabnya
berbeda. Pernyataan “budak™ yang mutlak di surata
Miugadalah ayat 3 bisa dibatasi dengan “budak yang mukmin”
di surat a/-Nisa’ ayat 92. Hukum kedua ayat ini sama, yaitu
memerdekakan budak, sedangkan sebabnya berbeda, yakni
pembunuhan dan kehendak rujuk kepada istri.

edua, kata yang mutlak tidak dibatasi sebagaimana kata
yang terbatas, jika masing-masing berbeda dalam hukum dan
sebabnya. Pernyataan “tangan” di suratatMaidal ayat 38
bersifat mutlak. Ia tidak bisa dibatasi dengan “tangan sampai
stku” dalam surat a/Maidah ayat 6. Hukum ayat pertama
adalah potong tangan, sedangkan hukum di ayat kedua
adalah membasuh tangan. Selain itu, sebab di ayat pertama
adalah pencurian, sedangkan sebab di ayat kedua adalah
hendak mengerjakan shalat.

Di samping itu, penyataan-penyataan al-Qur’an ada yang
berbentul lafay mushtarak dan  muradif. Mushtarak adalah
adalah satu Jgfzyang mempunyai makna lebih dari satu

Seperti dalam surat a/-)aj ayat 18:
Ol glaldl 8 e al bALn o 51 53 Al
Qi 253203 52013 (a2l Gt
RIS Tl e 38y Sigally SRkl
Oa 4l Lad A el San T Oball alle A
foelig e Jady &) %8 )84
Apakah kamu tdada mengetahui, bahwa kepada Allah
bersujud apa vang ada di langit, di bumi, matahar, bulan,
bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang
vang melata dan sebagian besar daripada manusia? dan

banyak di antara manusia vang telah ditetapkan azab
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atasnya. dan Barangsiapa vang dihinakan Allah Maka
tidak seorangpun vang memuliakannya. Sesungguhnva

Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.®

Kata “bersujud” dapat berarti “tunduk™ dan “meletakkan
dahi di atas bumi”. Sedangkan muradif adalah satu makna
yang mempunyai /gfy lebih dari satu. Misalnya lafal asad dan
alaith (artinya singa).” Hukum meletakkan /lagfymuradif di
tempat latal lainnya, diperbolehkan apabila tidak ada
halangan dari shara’. Pendapat lain mengatakan, meletakkan
latadmuradif di tempat lainnya, diperbolehkan asal masih satu
bahasa.” Imam Malik mengatakan, tidak boleh membaca
takbir kecuali dengan lafal Adabu akbar. Demikian pula
pendapat Imam Shatil. Sedangkan Imam AbuHanifah
memperbolehkan takbir dengan /Jafzyang sama artinya
dengan Allahu akbar seperti Allah al-A'dzam atau Allah al
Alaatau Allah al-Ajall™

2) Ditinjau dari segi makna lafz sesuai dengan maksud
penggunaan lafd

Para ulama wsu/ fagh mengklasifikasikan /lafy(kata) dari segi
penggunaannya menjadi dua yaitu bagigah dan majaz. Hagigah
adalah suatu /gfy vang digunakan menurut asalnya untuk
maksud tertentu. seperti kata kursi, menurut asalnya memang
digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran
dan kaki. Meskipun kemudian kata kursi itu sering digunakan
pula untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semula kata
kursi bukan itu tetapi tempat duduk. Sedangkan penggunaan

!i Ecmnemen Agama RIL al-Qur’an dan Tetjemahnya, 513

' Abdul Mughits, Used Figh Bagi Pewada, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008),
110-111.

3 Burhanudin, Figih Thadah, Cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),227.

2 Syafi’i Karim, Figih- Usal Figih, Cet. 11, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 195.

33




suatu kata untuk sasaran (pengertian) lain, dinamakan
majaz.” Menurut Ibnu Subki menyatakan bahwa hagigah
adalah fafazyang digunakan untuk apa /afzitu ditentukan pada
mulanya.” Ibnu Qudamah mendefinisikannya sebagai
lafzyvang digunakan untuk sasarannya semula. Sementara al-
Sharkhisi berpendapat bahwa jagigah adalah setiap /afzyang
ditentukan menurut asalnya untuk hal tertentu.”

Dalam penggunaan /lafzhagigah ini terdiri dari tiga bentuk,

yaitu:

a. Hagigablughawiyah, vyaitu lafy yang digunakan pada
maknanya menurut pengertian bahasa. Contohnya, kata
manusia untuk semua hewan yang berakal.

b.  Hagigahshariyyah, yang ditetapkan oleh Shar’” (pembuat
hukum) itu sendir, yaitu lafzyang digunakan untuk makna
yang ditentukan untuk itu oleh shara’. Misalnya /afy shalat
untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan
ucapan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan
salam.

c. Hagigah'urfiyyah, yang terbagi menjadi dua, yaitu ‘wrfeyyab
kbagh dan ‘urfiyyab ‘ammab. Pertama, ‘urfiyyah kbassab, yaitu
lafy yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu
yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian
diantaranya. Misalnya, istilah-istilah khusus dalam ilmu-
ilmu tertentu seperti istifisan, istidlal, istishegn sad al-dhdharai’
dan istilah lainnya dalam bidang imu  wswl  figh.
Kedua,bagigah ‘urftyyah  ‘ammalb  yang ditetapkan oleh

3 Amir Svarifudin, Used Fégdh, Jilie 2, Cet. WV, (Jakarta: Prenada Media, 1999),
25.

# Taj al-Din “Abd Wahab ibn al-Subki, faw’ a-Jawawd, Jilid 1, (Mesir: Mustafa
al-Bibi al-Halabi, 1937), 300. ﬂ

¥ Abu Bakar Muhammad ibn Abhmad ibn Abi Sahl al-Sarakshi, Us#d af
Sarakshi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Hmiyah, 1993), 170.
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kebiasaan yang berlaku secara umum, vyaitu /sf3yang
digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam
kebiasaan umum. Misalnya penggunaan kata dabbah
dalam bahasa Arab untuk hewan ternak berkaki empat.™

Sedangkan mwaay adalah suatu /afy yang digunakan untuk
menjelaskan suatu lafad pada selain makna yang tersurat di
dalam #mass atau teks, karena adanya persamaan  atau
keterkaitan (‘alagah), serta ada indikasi(garinah) baik antara
makna yang tersurat di dalam teks maupun maksud yang
terkandung di dalam teks tersebut.™

Dalam penggunaan lafy majaz ini juga terdiri dari tiga
bentuk, yaitu: (1) kfy itu tidak menunjukkan kepada arti
sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu
bahasa, (2) /gfy dengan bukan menurut arti sebenarnya itu
dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa
yang dimaksud, (3) antara sasaran dari art /sfy yang
digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti /gfy itu
memang ada kaitannya. Misalnya kata kursi dipinjam untuk
arti kekuasaan. [.afy kursi menurut hakikatnya digunakan
untuk tempat duduk. g itu dipinjam arti kekuasaan.
Antara tempat duduk dengan kekuasaan itu memang ada
kaitannya yaitu bahwa kekuasaan itu dilaksanakan dari kursi

36 g—,d al-*Aziz al-Bukhari, Kasy/ @l-Asrar Sharh Manar al Anwar, (Beirat: Dar
al-Fike, 1978), 61.

T Qarinah (indikasi) yang menghalangai pemaknaan  hakikinya, Dalam
kesusastraan Arab dikenal beberapa qarinah, yaitu hasivah (vang dapat diamati
oleh panca indra), “adiyah dan halivah (vang dapat dipahami Dar kebiasaan dan
keadaan kondisional). Dede Rasyada, Metode Kajian Dewan Hisbah Persis,
(Jakarta: Wacana Llmu, 1999), 52,

# Miftahul Arifin dan A. Faisal Ha,. Usw/ Figih : Kaidalh-kaidal Pentapan
Hiskunz Lslanz, Cet. 1, (Surabaya: Citra Media, 1997), 175
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(tempat duduk) dan sering disimbolkan dengan kursi

singgasana.”
Lafy majaz ini1 ada dua bentuk, yaitu majagy isti'arah dan

majaz mursal. Majaz isti arah adalah bentuk majaz dengan
menambahkan sesuatu dengan menggunakan
(meminjamkan) kata lain, seperti dalam kata a/-badr. Makna
hakiki dari kata ini adalah bulan purnama yang digunakan
untuk menyebut Rasululullah SAW., karena ada kesamaan
yakni sama-sama memberi cahaya bagi manusia. Sedangkan
majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk
maknanya yang asli karena adanya hubungan selain
keserupaan serta ada garinab yang memahami untuk
diberlakukan makna hakiki.Misalnya dalam firman Allah
SWT, “celakalah kedua tangan Abu Lahab”.* Walaupun
yang dikataan dalam ayat tersebut adalah kedua tangan Abu
Lahab, tapi yang dimaksud adalah Abu Lahab secara

keseluruhan.

Menurut para ulama’ Shafi’iyyah dan Hanafiyyah,
rumusan hukum yang diperoleh melalui pagigah dan majaz
sama-sama kuatnya.*

3) Ditinjau dari segi /afy sesuai kekuatannya dalam
penunjukan makna

Dalam hal ini para ulama® membagi menjadi dua, yaitu
kejelasan maknanya dan ketidakjelasan maknanya. Ditinjau
dari kejelasan maknanya, ada disebut dengan algabir, al-nass,
al-mufassar, dan al-mubkam.

¥ Amir Syarifudin, Usad Figéh, 27.

A HM. Hashi Umar, “Relevansi Metode Kajian Hukam Islam Klasik dalam
Pembaharuan Hukum Islam Masa Kini, Teeeeatio, Vol 06 No. 12, Edisi Juli-
Desermnber 2007, 316.

H Ihid.
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1) al-Zahir

al-Zahir secara bahasa adalah /fzyang bisa dipahami
maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran. Pengertian
lain  al-zabir adalah /afy vyang jelas maknanya tanpa
memerlukan  garinah  untuk  menatsirkannya,  atau
menjelaskan  maksudnya, maknanya jelas dengan hanya
mendengarkan bunyi /afznya.” Sedangkan secara istilah zabir
adalah /Jafzyang menunjukkan makna yang dimaksud dengan
sighat sendiri tanpa ada tambahan dari luar, akan tetapi
makna itu bukanlah makna yang dimaksud dalam konteks
kalimat dan mengandung kemungkinan adanya fa wil.”

2) al-Nass

al-Nagsadalah dilalah (petunjuk) lafy atas makna  yang
dumaksudkan olehnya.*Menurut Sarkashi, nassadalah /Jafy
yang mempunyal derajat kejelasan diatas zabir dengan
garinah vyang menyertal /Jgfzdari mutakallim, ditunjukkan
dengan sighat sendiri atas makna yang dimaksud dalam
konteks, mengandung kemungkinan #z'wz, menerima naskh
dan ‘akhsis."Pemahaman maknanya tidak bergantung pada
petunjuk dari luar sighotnya. Demikian juga makna nass tidak
memerlukan penelitian akan tetapi bisa langsung dipahami
dengan sighatnya. Nass lebih jelas daripada galir. Sebab
menjadi lebih jelasnya #sas dari gabir adalah disebabkan
garinal yang terdapat dalam kalam.

2 Abdullah Yusuf Musmafa ‘Aweam, Diladed - Kitah we al-Suonah ‘ala al-
Abkany, Mesir: Jamyyah al- Azhar Kullivyah al-SharTah, 1999, 104,

 AlSarkhasi, Used al-Vyardbasi, jilid 1, (Beirat: Dar al-Ma'rifah, 1993), 163,
Lihat juga al-Shatibi, al-Muwafagat fi Usul al-Ahkam, Jilid 11, (Beirut: Dar al-Fikr,
t.th), 164

# Muhammad Abu Zahrah, Uswl al-Figh, 94,

¥ ALSarkhasi, Ulsed al-Narghaii, 164,
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Hukum #ass sama dengan hukum gabir yaitu wajib
melaksanakannya sesuai dengan makna vyang langsung
dipahami dan konteks kalam dengan mengandung
kemungkinan ‘a'wil,  flakbsis dan maskh. Namun apabila
kemungkinan-kemungkinan ini tidak bersandar pada dalil
maka hukum nags adalah ga/7 atau yakin.® Namun, apabila
terjadi  pertentangan antara gwbir dengan sassmaka  yang
diamalkan adalah yang nags"

3) al-Mutassar

Abdul Wahab Khalat mendefinisikan almufassar adalah
suatu /fy yang dengan sighatnya sendiri memberi petunjuk
kepada maknanya yang terinci begitu terincinya sehingga
tidak dapat dipahami adanya makna lain dari /afy tersebut.™
Dari definisi-definisi yang dipaparkan menjadi jelaslah bahwa
hakikat lafg mmfassar itu, (a) penunjukannya terhadap makna
jelas sekali, (b) penunjukannya itu hanya dari /gfy sendir
tanpa memerlukan garinah dari luar, (c) karena terang dan
jelas dan terinci maknanya maka tidak mungkin dita’wilkan.”

Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai
dengan rinciannya dan tidak boleh dipalingkan kepada
makna lain,”

4) al-Muhkam
AlMubkam adalah lafz yang menunjukkan kepada maksud

yang disusun oleh lafz-nya, dan mengandung makna yang

4 \ahbah Aw- Zuhaily, Used Figh AU Lsbansd, Jilid 2, (Damaskus: Dar al- Fikr,
1980}, 320.

T Muhammad Abu Zahrah, Usel al-Figh, 65.

4 Abdul Wahab Khalaf, T Ulsel al-Figh, 239,

4 Amir Svarifuddin, Use’ Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), 9.

' Abdul Mughits, Ulse! Figh Bagi Pessila, 103,

38




jelas, tanpa membutuhkan fz'wi/ dan fakhsis. Lafy ini disertai

51

petunjuk yang menunjukkan kepada penolakan naseh”.
Seperti firman Allah dalam surat a/Naur [24] ayat 4:
© i) Baled agd ) hiEE v
“Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka buat
selama-lamanya.52

Pada umumnya, al-mubkan menjelaskan kaidah-kaidah
agama yang bersifat asasi (fundamental). Dan berisi tentang
prinsip-prinsip keutamaan yang tidak akan berubah lantaran
perubahan situasi.”

al-Mupkar lebih kuat dari pada al-Mufassar tapi tidak lebih
terang. Dikatakan demikian, karena muhkam tidak menerima
naskh sementara mufassar menerima. Ketidakmenerimaan
mupam terhadap naskh tidak mempengaruhi kejelasan
lafznya. Sebab ketidak menerimaan naskh bukan bersumber
dari zat #as akan tetapi dari sebab yang lain. Oleh karena itu,

mufkan lebih kuat dari lafz-lafzyang lain,

Sedangkan ditinjau dari segi ketidakjelasan maknanya,
menurut ulama #su/ figh ada empat macam /Jafy, yaitu alkhbaf;,
al-mushkil, al-mujmal, dan al-mutashabib.

5) al-Khafi

“Lafy yang menunjukkan kepada artinya secara jelas,
tetapl dalam menerapkan artinya itu kepada sebagian darn
beberapa satuan merupakan macam yang samar dan tidak
jelas, yang untuk menghilangkan  kesamaran dan

3 Mubhammad Abu Zahrah, Usal al-Figh, 96.
52 Depag RI, al-Cluraii dan Terjemabiya, 543.
** Abdul Mughits, Usa! Figh Bagi Pesrisla, 102.
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ketidakjelasan itu memerlukan upaya berfikir secara

33 54

mendalam™.
6) al-Mushkil

al-Mushfkil adalah suatu /lafzyang samar artinya, disebabkan
oleh /afy itu sendir.”al-Mushki! adalah lafzvang tidak jelas
pengertiannya karena banyak makna yang digunakan untuk
mengartikan /fztersebut, sehingga dalam upaya mengetahui
pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi
memerlukan indikasi atau dalil dari luar.”

7)  al-Mujmal

al-mumal  adalah  /afzpyang  maknanya mengandung
beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di
dalamnya.”’Atau /afy yang tidak bisa difahami maknanya
kecuali  dengan  memberikan  penafsiran  tentang
kemujmalannya, dan penjelasan tentang kemujmalannya

¥ 58

untuk mengetahui tujuannya”.
8) al-Mutashabih
AblMutashabib adalah Iafzyang samar artinya dan tidak

ada cara yang dapat digunakan untuk mencapainya.” Atau
lafy yang samar maksudnya sementara sighatnya sama sekali
tidak memberikan petunjuk tentang maksudnya, dan tudak
ada peluang untuk memperoleh penjelasannya karena tidak
garinal yang menghilangkan kesamarannya, sedangkan Shar’

“gﬂ al-Karim Zaidan, a-Waiz fi Usil al-Figh, cet 1, { Kairo: Dar at-Tawei’,
1994), 343,

5 Apair Svarifuddin, U Figh, 16.

* Fasuwi Saiban, Metodk Iitibad Thiu Risdy, (Kutub Minar, 2005), 67.

5'qbb:ah al-Zuhaili, Usad Figh al-Tslan, 235,

380 al-Karim Zaidan, &-Waiz i Uswl al-Figh, 347.

* Wahbah al- Zuhaili, Usal Figh A slan, 236
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(Allah) sudah mencukupkan begitu saja berdasarkan ilmunya

dan tidak menjelaskannya”.”

D1 antara lafy mutashabib adalah hurat-hurut bijaiyah yang
terpotong-potong (al-mugattaah) pada permulaan sebagian
surat-surat al-Qur’an, seperti: Al ,0= ,3 ,a>. Dan ayat-ayat
yang menurut dabir-nya menunjukkan secara samar adanya
penyerupaan al-Khaliq kepada makhluk-Nya, seperti dalam
hal Allah mempunyai mata, tangan, dan muka.”

d. Ditinjau dari segi ke-dalalah-an lafz

Yang  maksud dengan  ke-dalalab-anlafy  adalah
pengungkapan /afy dalam kaitannya dengan makna yang
dikandung oleh /afz tersebut. Dalam hal ini, ada empat tehnik
analisa untuk menggali hukum melalui makna suatu
pernyataan hukum.

1) Analisa makna terjemah (‘ibarah al-nass)

“Ibarat an-nass Menurut Abu Zahrah adalah dalalah ‘ibarab
adalah makna yang dapat difahami dari /sf3 itu sendiri baik
itu lafgzabir atau lafy  nass  atawitu  lafy  mubkam atau
bukan mubkam.”

2) Analisa pengembangan makna (dalalah al-nass)

Menurut Abu  Zahrah, dalalab al-nass adalah apabila
ungkapan #ass menunjukkan atas hukum dalam suatu
kejadian oleh karena ungkapan segstersebut, dan hukum itu
dapat difahami dari delalab nass untuk kejadian lain karena

»r 313

terbukti ada yang mewajibkan hukum di dalam nass 1tu”.

O Abd al-Karim Zaidan, et Wajiz ff wsed al-Figh, 348,

LA, Dijazuli dan L Nurol Aen, Used Figh: Metodologi Hukam Tilam, Cet. 1,
{Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 272,

52 Muhammad Aba Zahrab, Uswl al-Figh, 110.

5 Abu Zahrah, Usel alFigh, 112.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa madlu/ (makna) dalalab nass
bukanlah suatu bentuk hukum akan tetapi suatu %/ah hukum
yang disebutkan dalam #ass, hanya saja 7/ab tersebut tidak
diketahw lewat Jitibad dan mengetahuinyapun tidak
dimonopoli oleh ahli j#had, akan tetapi juga dipahami oleh
ahli bahasa dengan analisa kebahasaan.

3) Analisa kata kunci dari suatu penyataan (éisharah al-nass)

[sharah al-nass ialah petunjuk /dafzkepada art yang dipahami
dengan jalan mengambil kalaziman atau kemestian dari arti
yang dipahami dengan Dalalah %barah al-nasgs.”* Menurut ‘Abd
al-Wahhab al-Khalaf, dalalal isharalh adalah petunjuk nass atas
makna lazim (tetap) yang dapat difahami dari ungkapannya
serta tidak dimaksudkan oleh susunan /ofy; dan untuk
memahami (makna)-nya diperlukan pemikiran sedalam-
dalamnya atau pemikiran yang sederhana, dari segi jelas atau
samarnya dari segi ketetapan.”

4) Analisa relevansi makna (igtzda’ al-nass).

Dalalah igtida’ adalah petunjuk /afzatas setiap masalah
(hukum) vyang tidak dapat ditegakkan maknanya kecuali
dengan  mengukurnya.“Igtida’  (tuntutan)  bukanlah
signifikansi atas makna Jefzbaik dart “barah maupun mantug-
nya, akan tetapi ia adalah dalalah yang mesti ada dan
dipandang dari makna diluar mantug kalam. Agar kalam
menjadi sah baik secara shara’ maupun nalar sehingga sisi
kebenarannya bisa diketahui.

B Asymuni A, Rahman, dkk., Use! Figh 1T (Qaidah-Qaidah Istinbath dan
ljdhad-Metode Pengpalian Hukum Islam), Jakarea: Diren PKAL Depag, 1986,
24,

85 Abdul Wahab Khalaf, lwe Usid e Figh, 114.

% Muhammad Abu Zahrah, Ulsed al-Fagh, 113.
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Dalam memperkiraan makna yang harus dihadirkan
bagi dalalah igtida’ al-nass in1 ada tiga macam, yaitu; pertama,
makna yang harus diperkirakan kebenarannya demi
kebenaran lafs; kedwa, makna yang mesti diperkirakan
keberadaannya untuk mendukung kebenaran /afssecara
rasional, dan &efga, makna yang harus diperkirakan

67

kehadirannya untuk mendukung kebenaran /lafgsecara shara’.

D. Melalui Pendekatan %aq@rid al-Shari’'ah (al-Oawa'id al-

Tashri’iyyah)

al-Oawa’id al-tashri tyyah adalah tata aturan yang dibuat
pedoman oleh pembuat undang-undang dalam menyusun
undang-undang dan merealisir tujuan yang ingin dicapainya
melalui pemberian beban kewajiban kepada orang-orang
mukallaf.”® Kaidah-kaidah ini digunakan sebagai cara untuk
memperoleh hukum dengan cara lebih mempertimbangkan
aspek magasid al-shari’ab-nya.

Dalam pandangan al-Shatibi (w. 790 H), magasidas-shari'al
ini dibagi dalam tiga kelompok atau tingkatan dilihat daregj
kekuatan  dhatnya, vaitw;  pertama,  daruriyyah,  yaitu
kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi
tegaknya kemaslahatan dien dan dunia; artinya apabila ada
yang hilang maka kemaslahatan dien dan dunia tersebut tidak
dapat berjalan dengan semestinya, bahkan akan mengalami
kerusakan, kegoncangan serta lenyapnya kehidupan; selain
itu kenikmatan akan sirna dipenuhi dengan kerugian.” Ibn
‘Ashur menvatakan bahwa, maslabah  daruriyyah  adalah
kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia,

U Mehammad Abu Zahrah, Usal al-Figh, 114.

% Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-dasar Peswbinaan Hukwm Figh
Islami, (Bzndung, Al-Ma’arif, 1993), 331,

& Al-Shatibi, atMuwafagat fi Used al-Vherid'ah, Juz 11, (Kairo: Mustafa
Muhammad, t.t), 17-18.
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tanpanya aturan tidak dapat berjalan dengan lurus, jika
mastabat  1tu  rusak maka keadaan umat akan rusak
pula.'Kemaslahatan  tersebut  merupakan  hasil  dari
pembacaan (sebagaimana yang dikatakan oleh al-Shatibi,”
yaitu maljaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kedua,
hajiyah, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya untuk
memberi kemudahan dan tanpa keberadannya akan timbul
kesusahan. Jika hal ini tidak dijaga maka manusia akan
merasa  berat, namun tingkat kerusakannya tidak
sebagaimana yang biasa terjadi di tingkat umum.™ Ibn Ashur
menyatakan bahwa,  Jaiyab adalah kemaslahatan yang
diperlukan oleh manusia agar masiahah dan kebutuhannya
tercapal dengan hasil yang baik, dan ketiadaannya tidak
menimbulkan kerusakan, hanya saja kurang sempurna, oleh
karena itu tidak sampai tingkat dharuri.”Ketiga, tabsiniyat, yaitu
melakukan sesuatu yang termasuk kebatkan dalam tradisi dan
menjauhi perilaku buruk yang tercela menurut akal yang
benar, contohnya terhimpun dalam kategori akhlak
terpuji.” Menurut Ibn Ashur, jgiyah adalah kemaslahatan
yang memberi kesempurnaan dan keteraturan bagi kondisi
manusia, sehingga mereka dapat hidup dengan aman,

»» 75

tentram serta tampak indah dalam pandangan orang lain”.

Perbedaan antara pendekatan kebahasaan (a/-gawaid al-
bawiyyah) dan magasid al-shariah adalah, bahwa pendekatan
ebahasaan digunakan karena menyangkut nas (teks) shari’ah,
sementara pendekatan melalui wagasid al-shar’’ah digunakan

™ Muhammad ibn Tahir ibn ‘Ashar, Magasid al- §harial al-Istamwiyal, (Kairo:
Dar al-Salam, 2006, 76.

U Al-Shatibi, al-Muwafagat i Uswl al-Shari'ah, 20.

2 Ihid., 21.

7 @uhammad ibn Tahir ibn “Ashur, Magasid al- Shari'ah alLslawiyah, 80,

™ AL-Shatibi, al-Muwafagat fi Uswl al-Shari'ah, 22.

7 Muhammad ibn Tahir ibn ‘Ashur, Magasid al- Shari'ah al Lslawiyah, 81
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karena menyangkut kehendak sbar7 yang dapat diketahui
melalui  kajian  magasidash-shari’ah.’”” Dengan kata lain,
pendekatan dengan algawaid al-lughawiyyah adalah dengan
mendekati sumber hukum Islam dari sisi kebahasaan dan
sedangkan pendekatan makna atau al-gawa’id al-tashri’iyyab
dengan mendekati sumber hukum Islam dari sisi tujuan yang
terkandung di balik teks.Pentingnya kaidah ‘fashiiyyab
(kaidah  perundang-undangan) bisa dilihat dar  tujuan
diciptakannya shart'at (undang-undang) itu sendiri.

Teori  maslabah atau istislah  untuk  pertama  kali
diperkenalkan oleh Imam Malik (w. 179 H). Namun karena
pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka
setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul figih
vangmenisbatkan masiababh-mursalah  kepada Imam Malik.™
Teori mastahah ini dipopulerkan oleh ulama-ulama usul figih
dari kalangan al-Shati’iyah, yaitu Imam al-Haramayn al-
Juwayni (w. 478 H), guru Imam al-Ghazali. Dan menurut
beberapa hasil penelitian, ahli usul figth yang paling banyak
membahas dan mengkaji waslabab-mursalah adalah Imam al-
Ghazali yang dikenal dengan sebutan Jugiatul Islam.” Teori

" Imam Svaukanie, Rekonstruksi Epistewologi Hukume Islawe  Indonesia  dan
Redevansinya Bagi Pembangunan Hukun Nasional, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2006), 43.

T Apus Moh. Najib, “Dalalab an-Nash: Upaya Mesperiuas Maksud Xyari® Melalui
Pendekatan Babasa, dalam Ainurrafiq (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma
Usul Figh Kontemporer, Yogyakarta: Ircisod, 2003,96-97.

" Wael B, Hallag, -1 History of Islawic Legal Theories, Teri. E. Kusnadiningrat,
(Jakarta: Rajawali Press, 2000), 165-166.

™ Ahmad Munif Suratmaputea, Fiafedr Hukww Tilaw al-Ghazali;, Masbafab-
Mursalal da Relevansinga dengan Pewbarnan Hikune Isfam, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2002), 63-04.
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maslahat di sini menurut Masdar F. Mas’udi sama dengan
teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum."

al-Ghazali (w. 505 H) merumuskan, maslahah asalnya
bermakna menarik waslahat  dengan menolak wadarat.
Menurutnya, maslabat sebagai suatu tindakan memelihara
tujuan shara’ atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan
hukum Islam menurut al-Ghazali adalgg memelihara agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum yang
mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di
atas disebut maslabpah, dan setiap hal yang meniadakannya
disebut mafsadah, dan menolak matsadah disebut waslabab.
Dan kelima macam maslahat di atas bagi al- Ghazali harus
diletakkan dalam skala prioritas.ggSedangkan menurut al-
Shatibi dari madhhab Malikiyyah mengatakan, bahwa tujuan
utama Allah menetapkan hukum- hukum-Nya adalah untuk
terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun
di akhirat. Karena itu, /akdf dalam bidang hukum harus
mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan
hukum tersebut.” Yang dimaksud maslahat menurutnya,
seperti halnya konsep al-Ghazali, yaitu memelihara lima hal
pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.”

Penetapan hukum Islam melalui pendekatan wagasid al-
shari'ah dapat membuat hukum Islam lebih flexcible, luwes,
sesuai dengan tuntutan zaman,” karena pendekatan ini akan

8 MasDar F. Mas'adi, “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan
Svari'ah”™, [urnal llmu dan Kebndayaan Ulwsed Our’an, No.3, Vol. VI Tahun 1995,
97.

B Abu Hamid Al-Ghazall, a-Mustashfa min e el Usad, (Kairo: al-Amiriyah,
1412), 250.

B Al-Shatibi, a-Munafagat fi Usil alXbad'ab, Juz 11, (Kairo: Mustafa
Muhammad, t.t,) 4

8 Jhid., 5.

8 Hasbi Ash-Shiddieqy, Syariat Iilaw Megjawalb Tantangan Zaman, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1987), 223,
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menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual.
Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan
kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa flexibelitas
hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (rig/d), sekaligus akan
kehilangan nuansa kontekstualnya."Mengutip pendapatnya
Satria Bffendi, hukum Islam itu harus bersifat dinamis,
adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan
masyarakat.,™

Berdasarkan beberapa buah definisi di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa maslababh merupakan suatu metode
ytthad dalam rangka menggali hukum (/s#nbaf) Islam, namun
tidak berdasarkan kepada #ass tertentu, tetapi berdasarkan

kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum shara
(magqasid ash-shart ab).

E. Pengembangan Metodologis Itinbat Hukum Islam:
Mencari Sebuah Paradigma Baru Pemikiran Hukum
Islam

Ulama sepakat, bahwa hukum Islam harus selalu selaras
dengan perkembangan zaman. Hal ini merupakan
konsekswensi sejargm agar hukum Islam sesuai dengan
tuntutan kehidupan manusia yang terus berubah. Perubahan
tersebut pada akhirnya membawa perubahan secara
paradigmatik terhadap kajian hukum Islam. Beberapa
intelektual muslim menawarkan paradigma baru sebagai
upaya kontekstualisasi hukum Islam, karena paradigma lama
sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan masa
sekarang,

8 Ahmad Munif Suratmaputra, Fiafed Hukuw Tilaw al-Ghazal;, Masbafab-
Mursalal dan Relevansinya dengan Penharian Hukune Lilane, 104,

g Satria Effendi M. Zein,” Hukwm Lstam: Perkenbangan dan Pelaksanaaniya di
lisdwiiesia ™, dalam Ari Anshor dan Slamet Warsidi (Editor), Figh Indonesia dalam
Tantangan, (Surakarta: FIATL UMS, 1991}, 23-40.
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Menurut Amin Abdullah, dengan mengutip kerangka
teorinya Wael B. Hallag, mengemukakan perkembangan
paradigma figh (usul figh) menjadi tiga, yaitu pradigma figh
literalistik, utilitarianistik dan liberalistjk—pennmennlngik.”'1

1. Paradigma Literalistik

Disebut literalistik, paradigma ini menjadikan gabirteks
sebagai dasar membangun pengetahuan. Pembahasan
tentang teks (dalam hal ini teks berbahasa Arab) baik dar
segi grammar maupun sintaksisnya sangat dominan dan
cenderung mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar
dari wahyu yang ada dibalik teks literal tersebut. Secara
sederhana paradigma yang dianut bertumpu pada teks baik
secara langsung maupun tidak langsung,™

Terdapat dua kecenderungan dalam paradigm literalistik
dalam upaya mengungkap makna teks (mass), vaitu; perfama,
berpegang pada gubirteks. Sarana yang dipakai adalah kaedah
bahasa Arab sedangkan yang menjadi sasarannya adalah teks
al-Qur’an, Hadis dan Ijma’; kedua, berpegang pada maksud
teks bukan gabir teks. Berpegang pada maksud teks ini baru
digunakan bila teks zahir ternyata tidak mampu menjawab
persoalan-persoalan yang relatif baru.”

Ulama vyang dianggap sebagai peletak dasar para
paradigma literalistik adalah al-Shafit melalui karyanya, a/
Risalah. al-Risalah, yang penulisannya bercorak teologis-
deduktif itu kemudian diikuti oleh para ahli Usul madhhab

B Amin  Abdullab, “Paradigma  Alternatils Pengewbangan  Uswd  Figh  dan
Dawmpaknya pada Figh Koutenporer”, dalam Ainurrafiq (ed.), Maghab Jogia: Menggagas
Paradigrra Usul Figh Kentemsparer, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002), 118,

B Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj. Joko Supomo (Yogyakarta:
Islamika, 2003), 31.

8 Muhammad Abed al-Jabid, Takndn abfAg! al-'AArabi, (Beirut: al-Markaz as-
Saqafial-'Arabi, 1993), 96 -98.
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mutakallimun  (Shaf’iyyah,  Malikiyyah, Hanabilah dan
Mu’tazilah). Sementara itu ulama Hanatiyyah memiliki cara
penulisan tersendiri yang bercorak induktif-analitis. Tetapi
batk madhhab mutakallizeun maupun madhhab Hanatiyyah
memiliki kesamaan paradigma, vyaitu paradigma literalistik
dalam arti begitu dominannya pembahasan tentang text,
dalam hal ini teks berbahasa Arab, baik dari segi grammar
maupun sintaksisnya dan mengabaikan pembahasan tentang

maksud dasar dari wahyu yang ada di balik teks literal.”

2. Paradigma Utilitarianistik

Munculnya paradigma ini berangkat dari ketidakpuasan
atas kontruksi paradigma literalisttk yang hanya berkutat
pada teks, produk hukum yang dihasilkan pun menjadi mati,
ambigu, bahkan terkadang, menurut mereka, kurang
manusiawi.’ Dan dalam pandangan utilitarianistik, paradigma
literalistik kurang mampu menjawab perkembangan zaman
yang terus berubah.Kecenderungan tekstualitas vyang
berlebihan dalam metode penemuan hukum seperti ini pada
gilirannya telah memunculkan kesulitan dan ketidak-cakapan
hukum Islam itu sendiri dalam merespon dan menyambut
gelombang perubahan sosial. Karakteristik kajian figh klasik
vang law in book orienfed dan kurang memperhatikan Jaw in
action --sebagai akibat dan kecenderungan tekstualitas
metodologinya-- sudah tidak releven lagi dengan situasi
aktual yang terjadi.”

M. Amin Abdullah, “al-Ta'wil al-'Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma
Penafsiran Kitab Suci”, AfJasdab Journal of Lslawic Studies, Vol 39 No. 2 Juli-
Desember 2001, 359-391.

N Hasan al-Turabi, Qadaya al- Tajdid- Napwa Manhai Usali, (Beirur: Dar al-Hadi,
20000, 18.

92 Syamsul Anwar, “Paradigma Figh Koewtewporer: Mencari Arab Barw Telaah
Hiskin Lslane Pada Pragram 53 PPY LAIN Ar-Rasiry Basida Aceli™, 9.
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Paradigma utilitarianistik (wagasidi) dalam teori hukum
Islam adalah teori yang berangkat dari tujuan-tujuan hukum
Islam (magasid al-shari'ah) dan bergerak dari yang general
kepada vyang spesitik, bukan hanya menggunakan
pertimbangan  kepentingan = publik  (waslbab)  dan
kemestian/keniscayaan (darwrah) sebagai perangkat-perangkat
pembimbing ke arah perumusan hukum, tetapi juga
mendasarkan pada perintah-penntah etis (efhical imperatives)
seperti keadilan (jus#ice), dan terlebih lagi, perdamaian dan
rekonsiliasi.

Paradignl ini sesungguhnya merupakan upaya revitalisasi
dari teori magasid alshariah al-Shatibi yang masih dinggap
hanya melengkapi paradigma literalistk agar lebih
sempurna.”

3. Paradigma Liberalistik

Paradigma  liberalistk  penomenologik  ataureligions
ltberalism, menurut istilah Wael B Hallaq, adalah paradigma
yang bercorak liberal (bahkan cendrung radikal) dan
cendrung membuang teori-teori usul figh lama.™  Awal
munculnya, disebabkan karena adanya kegelisahan intelektual
tentang urgensi dan wélitas usul figh dalam kajian keislaman.
Kegelisahan tersebut diwujudkan dalam sebuah kecemasan
bahwa ternyata sampai saat ini, wajah ww/ figh dan
turunannya  terasa  kaku dalam  menghadapi  dan
berkomunikasi dengan peradaban kekinian. Oleh karena ia,
upaya pembaharuan di bidang usul dari paradigma 1ni
dianggap lebih menjanjikan dan lebih persuasif. Paradigma
ini dalam rangka membangun metodologinya vang ingin
menghubungkan antara teks suci dan realitas dunia modern

% Thaha Jabir al-‘Alwani, Sewre Methodolagy, T9-80.
M Wael B, Hallag, A History of Lslanzic Legal Thearies: An Introduction to Swini
Usiil Figh, 214.
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g:vih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks
untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks.”

Paling tidak kegelisahan tersebut dapat dilihat dari
ekspresi intelektual Muslim kontemporer sebut saja misalnya
Muhammad Igbal,” Muhammad Taha,” Abdullah Ahmed
Na’im,” Muhammad Sa’id Ashmawi,” Fazlur Rahman,'”
dan Muhammad Shahrur."”

Paradigma liberalistik ini, sesungguhnya dapat dilacak
melalui  teort  maslabah  yang ditawarkan oleh al-Tufi
Menurutnya, maslahah merupakan dalil hukum sendiri yang
tidak terikat oleh sumber-sumber sas'™ Al-Tufi sendiri
menyatakan, bahwa jika nas berbeda dengan almaslahab,
maka wajib mendahulukan a@lmaslabah, bak itu didukung
maupun tidak oleh teks-teks Habiyyah, bahkan al-maslabab
merupakan dalil shar7 yang paling kuat'” Dan ini

%M. Amin Abdullab, “ALTawid al Thwi: Ke Arah Pervbaban Pnr:m"{qz.’m
PenafiifB Kitalh Yud”, 363,

% Pandangannya akan perlunya pembaharuan usul dapat dijumpai dalam
karya magnum opus-nya, The reconstruction of Religious Thought in Islam,
(Lahore: Ashraf TPBss, 1971).

97 Karyanya ditefjemahkan oleh muridoya, Abdullahi Ahmed an-WNa'im ke
dalam bahasa Ingpris dengan judul: The Second Message of Islam, alih bahasa:
Abdullahi Ahmed an-Ma'im (Syiracuse: Syiracuse University Press, 1987).

% Pemikirannya dituangkan dalam karyanva vang terkenal dengan judul,
Toward an  Islimic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and
International Law, (Syracus: Syracus University Press, 1990).

* Muhammad Said Asymawi, Usel al Shari‘ab, (Beirat: Dar Iqra’, 1983).

10 Fazlur Rahman, “Toward Reformulating the Methodology of Islamic
Law: Sheikh Yamani on Public Internal on Islamic Law”, New Yok University
Jowrnal of Titernational Lan and Politics 12 (1979): 219-24.

Wl Muhammad  Shahrar, «&-RKith we alOwran den  Cira'al Mo asival,
(Damaskus: al-Ahab li al-Tiba’ah Ii al-Naghr wa al-Tauzi, 1992).

102 Abdallah M. al-Husain al-Amiri, De&ontrudsi Dalam Hukiom 1slam Pesikiran
Najmmeddin al-Thufi, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 42

103 Najmuddin al-Tufi, Kitah a-Tayin §§ Sharh al-Arba s, (Beirat: Muassasah
al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyvah, 1998), 21.
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nampaknya menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk

memahami hukum Islam, seperti Jaringan Islam Liberal (JIL)
di Indonesia."™

F. Peranangistinbat dalam Perkembangan
Hukum Islam

Sebagai umat Islam yang baik, kita wajib meyakini bahwa
al-Qur’an adalah kitab suci yang lengkap, paling sempqna
dan berlaku sepanjang masa. Sebagaimana diisyaratkan oleh
al-Qur’an sendiri dalam surat a/-An am: 38:

J- g ]...1_-;.1 ).l.jn.l JJLL ‘hr K u-a__)‘hrl En.:ﬂ-_" ,J..q ]...,q‘g
Gl aET el ba oligh L8 ks L,n“;. (kP

“Dan Tiadalah binatang-binatang vang ada di bumi dan
burung-burung vang terbang dengan kedua savapnya,
melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami
alpakan sesuatupun dalam al-Kitab,"s kemudian kepada
Tuhanlah mereka dihimpunkan™.!%

Dari ayat ini bisa diperoleh pemahaman bahwa segala
peristiwa yang terjadi di jagad raya ini, bisa diperoleh

4 Tihat Abdul Mogsith Ghazali, “Menegaskan Kembali Pembaruan
Pemikiran  Islam”™, i:.l’.rj;&f" [ islanelih comf id/ artikel! aﬁfe'r.'e;qm'.{ﬂm..'-.{q E'.’.’f.'r}{!.":’-pﬂ’.’.’.ﬂ'rjdf.ﬂrdh'-
pemikiran-isian,(20 September 2012).

105 Sebahagian mufassirin menafsirkan al-Kitab itu dengan Lauh al- mahfuz
dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah ditliskan  (ditetapkan)
dalamTauh al- mahfuz Ada pula vang menafsitkannya dengan al-Qur'an dengan
arti bahwa dalam al-Qur'an it welah ada pokok-pokok agama, norma-norma,
hukum-hukum, hikmah-hikmah dan bimbingan untuk kebahagiaan manuszia di
dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. Muhammad Hasan
al-Humasi, Tafsir wa Bavan Mufrgt al-Qur'an © Ala Mishafi al-Tajwid Ma'a
Asl-ﬂal-l\luzﬁ] Li al-Suyufi{Beirut: Mu'assasah Li al-lman, 1999), 132,

* Departemen Agama R, al-Qur’an dan Terjemahnya, 192,
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petunjuk dan hukumnya gﬂam al-Qur’an, hanya saja E;kum—
hukum yang dikandung oleh al-Qur’an yang bisa menjawab
berbagai permasalahan itu harus digali dengan kegiatan

ytthaddan istinbat.

Perkembangan Hukum Islam—jika kita perhatikan secara
seksama—mulai dari pendapat perseorangan kemudian
diikuti oleh murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat
yang paling kuat di daerah atau kota tertentuketika itulah
maka disebut dengan madhhab sebuah kota atau daerah,
vang seolah menjadi sebuah konsensus (ym2’) dan
masyarakat kota atau daerah tersebut. Dengan demikian,
maka dalam perkembangan selanjutnya, muncullah berbagai
macam madhhab yang mencirikan kota atau daerah di mana
madhhab itu berkembang. Misalnya; ada wmadbbab Hijaz,
yaitu pendapat tentang hukum Islam, yang bermula dari
pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-
muridnya dan melebar diikuti oleh orang-orang di sebuah
daerah di wilayah Hijaz.

Kemudian, madhbab Iragi mengelompok menjadi dua pula,
vaitu madhhab Kutah dan madhhab Basrah. Ada madhhab
vang lain lagi yang populer, vaitu madbhab Sham. Oleh karena
itu, dalam sejarahnya ada tiga madhhab besar atas dasar
kedaerahan ini: madbhab Iragi, madhbab Hyazidan madbbal
Shami. Perlu ada catatan, bahwa sebenamya ada pula
madhhab di Mesir yang mempunyai karakter tersendiri.
Namun, di daerah-daerah yang sudah ada nama madhhab
kedaerahan itu tetap masih terjadi perbedaan pendapat di
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antara ulama. Pengelompoko madhhab atas kedaerahan ini
:'i-‘]"?‘

berakhir denganﬁuncdn}-‘a Imam al-Shafi’n.
26
Munculnya perbedaan pendapat dan juga perbedaan

madhhab tersebut ada pengaruh faktor budaya kedaerahan
atau yang biasa disebut dengan ‘wf atau ‘adal (tradisi, adat
kebiasaan), meskipun pengaruhnya itu tidak semata-mata
kepada esensi hukumnya, namun lebih pada pengaruh
terhadap mujtahid/fagih yang kemudian berdampak pada
hasil pemikiran atau s#wbatnya. Oleh karena itu, di
Indonesia juga muncul pendapat untuk menciptakan
“madbbab ala Indonesia’. Atau setidaknya.agar berusaha
menemukan hukum Islam yang sesuai dengan sosiokultural
bangsa Indonesia, yang dalam banyak hal terjadi perbedaan
dengan sosiokultural masyarakat di negara-negara Arab.

Dari kenyataan itulah, kita umat Islam tentu sepakat
bahwa mengembangkan pemikiran mengenai hukum Islam
yang sesual dengan situasi dan kondisi (salthun likuwlli saman
wa makan) tidak boleh terhenti, lebih-lebih sejalan dengan
perkembangan saint dan teknologi, persoalan-persoalan
hukum juga terus bermunculan dan segera mendapatkan
kepastian hukumnya. Karena itulah, memaksimalkan peran
ylihad dan istinbat mutlak diperlukan.

W7 Tentang kenyataan madhhab dan  pendapat-pendapat vang  tetap
berkembang di dacrah masing-masing, lihat al-Shafi', «/-Uwse 1771, diedit oleh
Mahmud Matraji (Beirut: Dar al- Kutub al-"lmiyyah, 1993), 469-471.
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BAB III

ADAT DAN URF

A. Pengertian al-‘Adab dan al- Urf

Sec::m etimologi, kata a/~Adah berarti pengfhngan kata
atau kalimat (o8 Jeol<ia¥ls cedh' baik berupa
perkataan atau perbuatan. a/-Ada/ diambil dari kata al‘aund
(2 atau  almilawadah (32 824l) yang artinya berulang
(IS 2

Secara terminologi, ‘Jdab adalah sebuah kecenderungan
(berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu,
sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan

Ulbn al-Manzur, Lisar al-lrab (Bairut: Dar Lisan al-Arab, i), 939,
2 AL Dezajuli, Kaidal-faidah Figih (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2010), 79.
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dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok.
Akibat pengulangan itu, 1a kemudian dinilai sebagai hal yang
lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah

daging dan hampir menjadi watak pelakunya.” Sedangkan
Ibnu Nuzaim mendefinisikan a/-.Adah dengan:

gLl xie A1giall 5 K00 jpa¥) (o sl b iy e § e
ALl
“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam din,
perkara yang berulang-ulang vang bisa diterima oleh
tabiat (watak) yang sehat”.*

Walaupun secara dhahir dilihat dari sisi asal-usul kata
‘Adah dan Urf berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang
menyamakannya, kedua kata ini Muwtlaradif (sinonim).
Seandaiya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat,
seperti : “hukum ini didasarkan kepada ‘AIdah dan ‘Uyf, udak
berarti kata “Adab dan Ufitu berbeda maksudnya meskipun
di gunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakal sebagai
kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata
itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut,

kata TUrfsebagai penguat terhadap kata “Adab.

Definisi ‘Urf secara terminologi sebagaimana yang
diutarakan Abu Zahrah adalah:

;?AJFL"\# klhnlj:l.s.ulj 13 AP (e L.J‘"'L‘i" silie| L.u.yh \_iJa.il

P Abdul Haq dkk, Fersdasi Nalar Figh: Telaah Kaidal figih Kowseptual
(Surabaya; Khalista, 2009), 274,

4 AL Deeajuli, Kaidah-Eaidah., 79-80.

# Mubammad Abu Zahra, Usha! al-Figh, (Beirat: Dar al-Fikr al-Arabi, tth),
273,
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“*Urf adalah segala sesuatu vang dibiasakan manusia
dalam pergaulanya dan telah mantap dalam wurusan-
urusanya’.

gidangkan definisi “Urf secara terminologi menurut Abdu

al-Wahhab Khalaf adalah:
0 i o) Jad 5l U@ e anle Ty el dbpai e ga ol

“Segalah Sesuatu vang sudah saling dikenal diantara
manusia vang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik
bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitanya dengan
meninggalkan perbuatan tertentu”.

Sedangkan ‘Urf secara terminologi menurut Badran
sebagimana vang dikutip oleh Amir Syaifuddin dalam
bukunya Ushul Figh adalah:

BB ye S5 Jad gl J58 Ge e bl s ) span dliel le ol
J 2l gl sae oLl & a5 g g (o il (S a5 A

“*Urf adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang
banvak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan vang
berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa
mereka dan diterima baik oleh akal mereka™.”

Ketiga pengertian diatas mempunyai tittk tekan yang
sama, yaitu adanya sesuatu yang sudah dibiasakan dan diakui
serta dikenal oleh orang banyak dan dilakukan berulang-
ulang kali schingga sudah tidak ada keraguan dalam
melakukanya.

& Abdu al-Wahhab Khalaf, W Usbidd al-Figh, (Kairo: Dar al-Ilmi, 1978), 89,
T Amir Syaifuddin, Usbad Fégh, jilid 11 (Jakarta: Kencana, 2011}, 364,
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Para ulama yang membedakan antara ‘Urf dengan ‘Adah
memberikan alasanya sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa ‘Adah itu bisa berlaku secara umum, baik
dilakukan oleh orang banyak ﬂmpun individu.
Sedangkan ‘Urf harus dilakukan oleh kebanyakan
orang, dan tidak dikatakan ‘Urf apabilah suatu
kebiasaan yang hanya terjadi pada individu
tertentu.

2. ‘Adah bisa muncul secara alami sebagaimana
yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan
‘Urt tidak bisa muncul secara alami tetapi harus
melalui pemikiran dan pengalaman.’

3. ‘Adah tidak meliputi penilaian mengenai segi baik
dan buruknya perbuatan yang menjadi ‘Adah
tersebut, sedangkan ‘U selalu memberiakan
penilaian pada segala sesuatu yang menjadi ‘Urf’

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara
‘Urf dengan “Adab berpendapat bahwa tidak ada perbedaan
yang prinsip antara ‘Urf dengan 'Adaf, karena dua kata itu
pengertianya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah
berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang
banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan
diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh
orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun
dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak
berarti."

& Nasrun Haroen, Usba! Figh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.
? Amir Syaifuddin, Usbed Figh., 364
10 Ibid,. 364
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Perbedaan antar ulama diatas adalah dilatar belakangi oleh
perbedaan cara mereka memandang ‘U dan ‘Adah. Ulama
yang membedakan antara Uy dengan ‘Ada/ memandang
dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka
menarik permasalahn Urfdan Adab dalam berbagai disiplin
ilmu, mulai dari budaya, tradisi, social, dan yang lainnya, dan
tidak terfokus pada permasalahan figih saja, berbeda dengan
Ulama yang cenderung menyamakan antara Ty dengan
‘Adah, mereka memandang dua permasalahan tersebut dari
sisi istilah Figh vyang kebanyakan para Fugaba’ tidak
membedakan keduanya. Salah satu  buktinya adalah
munculnya Oa'idah  Fighiyah; Al Adah Mubakkamal yang
dalam kaidah tersebut menggunakan kata 'Adab tetapi
sebenarnya yang dimaksud bukan hanya “Adab tapi juga Ury.

Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang
menganggap sama atau tidak antara af “Adab dan al-“Urf
karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak
menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dar
beberapa definisi terminologi diatas secara umum bisa
disimpulkan bahwa antara a- “Adab dan /U dapat

dicirtkan menjadi empat unsur, yaitu:

1. Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan
berulangkali dan telah tertanam dalan diri.

2. Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan,
spontanitas atau tidak sulit.

3. Acceptable (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang
baik).

4. Berlangsung terus (Applicable) dan konstan serta

merata atau mayoritas dalam suatu daerah
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Sedangkan Mubakkamabh adalah bentuk Maf's/ dari Masdar
Tabkim yang berart penyelesaian masalah, jadi al-‘Adah baik
umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau
penerapan  suatu  ketentuan hukum  ketitka  terjadi
permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara
jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum
yang besifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan
dengan suatu aturan hukum yang besifat umum ."

B. Macam-macam a/- Urf atau al-‘Adah

Para ulama ushul figh membagi ‘Urf menjadi tiga bagian:

1. Dilihat dari segi obyeknya, ‘Urf dapat dibagi menjadi

dua, yaitu:

a. AU al-Lafdbi, ialah kebiasaan masyarakat dalam
mempergunakan latad atau ungkapan tertentu dalam
mengungkapkan sesuatu.'” Misalnya: ungkapan kata
A dlyang kebiasaannya untuk anak laki-laki, padahal
kata dslljuga bisa dipergunakan untuk anak laki-laki
dan perempuan.

Sebagimana yang terdapat dalam Surah Al-Nisa’ ayat 11-
12, Kata aall yang biasanya untuk sejenis daging sapi,
kambing atau vang lain, tetapi ikan tdak termasuk

didalamnya, padahal ikan juga termasuk dalam kategori aslll
sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Nahl ayat 14:

ok 1aad a3a 1 ,05108 Ha30 HAL 630 5h

W Ahmad  ibn Muhammad  Al-Zarqa’, Sherd  al-Qawa’id  alFighiyyab
(Damaskus: Dar al-Qalam,1996), 219
12 Nasrun Haroen, Usbul Figh, 139
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Dan Eiﬂalﬂh, Allah  vang menundukkan lautan
(untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanva

daging yang segar (ikan).

Berdasarkan “Urt al-Lafdhi sebagaimana diatas, apabila
ada seorang yang bersumpah tidak akan makan daging, tetapi
pada suatu saat dia makan ikan maka dia tidak termasuk
orang yang melanggar sumpah.

b. AFUs al-Amal, ialah kebiasaan masyarakat yang
berkaitan dengan perbuatan.” Misalnya kebiasaan
masyarakat dalam transaksi jual beli barang yang
murah dengan cara serah terima barang dan uang
tanpa mengucapkan ijab gabul. Hal ini tidak
dianggap menyalahi aturan akad dalam jual beli.
Contoh lain: Kebiasaan saling mengambil rokok
diantara teman tanpa adanya ucapan meminta dan
memberi, idak dianggap mencuri.

2. Dilihat dari segi cakupanya, ‘Urf dibagi menjadi dua,

yaitu:

a. ALUrf al-Amm, ialah kebiasaan tertentu yang
telah dikenal secara luas di sebagian besar
masyarakat pada suatu masa.” Misalnya:
Masuk pemandian tanpa adanya batas waktu
yang ditentukan dan berapa banyak air yang
digunakan, karena sudah saling mengetahui.
Contoh lain: Menganggukkan kepala tanda
menyetujui dan menggelengkan kepala tanda

13 Amir Syaifuddin, Usba Figh, 367
4 Wahbah al-Zuhaili, Usal a-Figh al-Isfami. Juzll. (Damaskus: Dar al-Fikr,
195985 529,
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b.

1
menolak. Dan masih banyak lagi contoh yang
lain.

AUt al-Kbas, 1alah: kebiasaan tertentu yang
telah  dikenal masyarakat dalam suatu
kawasan atau daerah tertentu.” Misalnya:
Kebiasaan orang irak dalam menyebut Dabah
(hewan yang berkaki empat) dengan sebutan
faras.  Contoh  lain:  Orang  sunda
menggunakan  kata  “paman”  untuk
memanggil adik dari ayah dan tidak untuk
kakak dari ayah, sedangkan orang jawa
menggunakan kata “paman” untuk kakak dan

adik dari ayah.

Menurut Musthafa al-Zarqa’, "'Urf alKhas seperti ini tidak
terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai

dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

16

3. Dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan
shara’, Urf terbagi menjadi dua, yaitu:

a.

AU al-Sabih, ialah: segala sesuatu yang
sudah  dikenal masyarakat vyang tidak
berlawanan dengan dalil shara’, juga tidak
meghalalkan yang haram dan menggugurkan
yang  wajib.  Misalnya:  Dalam  masa
pertunangan pihak laki-laki  memberikan
hadiah pada pihak wanita dan hadiah ini tidak
dianggap sebagai mas kawin. Contoh lain:
mengadakan Halal Bihalal (silaturrahim) saat
hari raya. Dan masith banyak contoh yang
lain.

15 [hid,. 830.

& Nasrun Haroen, Ulsbu! Figh, 141.
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E ALUrf al-Fasid, ialah: segalah sesuatu yang
dikenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan
dengan shara’, atau menghalalkan yang haram
serta menggugurkan kewajiban. Misalnya:
berjudi untuk merayakan suatu peristiwa.
Contoh  lain:  menghidangkan  minum-
minuman keras dalam suatu pesta.'” Perayaan
tahun baru dengan cara berhura-hura dan
melakukan kemaksiatan dijalan-jalan raya.
Dan masih banyak lagi contoh yang lain.

C. Dasar Kaidah a/-‘Adah Mubakkamah sebagai Metode
Istinbat Hukum Islam

1. al-Qur’an

Sebagian ulama melandaskan kehujjahan  kaidah ini
kepada ayat Al-Qur’an surat al-A’raf: 199 :

“Jadilah  Engkau Pema'af dan suruhlah  orang
mengerjakan vang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada
orang-orang vang bodoh”.

Menurut Al-Suyuthi seperti dikutip Saikh yasin bin Isa al-
Fadani kata a/-‘wrf pada ayat diatas bisa diartikan sebagai
kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga, adat yang dimaksud
disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat.
Namun pendapat ini dianggap lemah oleh komunitas ulama
lain. Sebab jika a/‘wrf diartikan sebagai adat istiadat, maka
sangat tidak selaras dengan asbab al-nuzul-nya, dimana ayat ini

diturunkan dalam konteks dakwah yang telah dilakukan Nabi

" Moh Rifa't, Ushu! Figh (Semarang: Wicaksana, 1984), 64
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SAW kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras dan
kasar, juga kepada orang-orang yang masih lemah imannya.™®

Sedangkan Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan,
sangat ~mungkin  kaidah  a-‘adah  mubakkamab  ini
diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung
dalam al-Qur an surat Al-Nisa” ayat 115:

Lagdl A1 G5 e oxd bae Okl GEUEY Hag

L33 e alsh (paadal Jale Die a5

| ppaan &ielie s aiga alialy

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas

kebenaran baginva, dan mengikuti jalan yang bukan jalan

orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap

kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan

ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam im seburuk-buruk
tempat kembali.”

ﬁenurut al-Jarhazi, pengarang kitab Mawabib al-Santyyah
Sharh Nagm al-Qawa’id al-Fighiyyah, bahwa Kata sabi/ adalah
sinomim dengan kata far7g vyang dalam bahasa Indonesia
berari jalan. Dengan demikian sabil al-Mu'minin dalam ayat
diatas dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang
dianggap batk oleh orang-orang mukmin, serta sudah
menjadi langganan budaya sehari-hari mereka.”

QS. Al-maidah ayat 89 yang berbunyi:

e byl Ha GeSlaa 358 alal) 455158E
Z A28 5,5 50 aashs 5 28T G shal

18 Abdul Haq dkk, Forsedasi,, 270
19 [bid., 271.
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“kaffarat (melanggar sumpah) ialah memberi makan
sepuluh orang miskin vaitu dari makanan vang biasa
kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian™

Kata awsat tidak di-nash-kan ukurannya dengan ketentuan
yang pasti, maka ukurannya kembali kepada ukuran adat
kebiasaan makanan atau pakaian yang dimakan atau dipakai
oleh keluarga tersebut.”

2. al-Sunnah

Landasan kehujjahan  yang berupa al-Sunnah vyaitu
diantaranya :
Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud:
L_Jj.a.'l.\.u..nj.l n|IJL.a. 5 (e 4151."_1:-3# (RN L_Jj.n.i.\.u.nﬂ nlJLn.
(o Allaie god U
“Sesuatu vang diapandang baik oleh orang —orang islam
maka hal itu bailk menurut Allah, dan sesuatu vang

diapandang buruk oleh orang —orang islam maka hal itu
buruk pula menurut Allah.”

Menurut al-Alai* setelah diadakan penelitian secara
mendalam, diketahui bahwa hadis ini adalah bukan Marfa’
akan tetapi perkataan Ibn Mas'ud (Manguf) vyang
dirtwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab
Musnadnya .

20 Dyzajuli, A, Kaidah-faidalh Figif, 81
2 Jalaludin AlSuyuti, el Asbbad na al-Nagaiv fi qawa’id wa Fura® Figh al-
Shafiiyyal (Kairo: Dar Thya al-Kutub al-Timiyyah,tt), 99.
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1
Hadith yang dikutip oleh al-Shafi’i** tentang unta milik
sahabat Barra’ bin ‘Azib al-Angsan RA. yang mamasuki kebun

milik orang lain dan merusak tanamannya, Nabi menegakan:

e sall o) e s el Lehia Ll gl Ja) e

“Pemilik kebun harus nejaga kebunnvya di siang hari dan
pemilik ternak harus menjaga ternaknya di malam hari.”

Penunjukan hadis diatas adalah jika ternak yang merusak
tanaman pada waktu malam, maka pemilik ternak wajib
membayar ganti rugl, karena kebiasaan arab ketika itu adalah
smua ternak dimasukkan kedalam kandangnya pada malam
hari, akan tetapi apabila ternak tersebut nerusak tanaman
pada siang hari, maka pemilik ternak tidak mempunyai
kewajiban membayar ganti rug.

Hadis yang dirtwayatkan oleh Jamaah selain al-Baihagi
yaitu perkataan Nabi terhadap Hindun isteri Abu Sufyan
ketika ia mengadukan kekikiran suaminya dalam nafkah

keluarga:
g malla ol s S L (g2

“Ambillah, sebagai natkah vang bisa memenuhi
kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan lumrah
(menurut adat kebiasaan yang berlaku)”

3. Ijma’

Diketahui bahwa para imam madhhab menganggap zmwa’
‘amali (Budaya umum) adalah menjadi landasan kehujjahan

2 Muyhammad Ibn Idds Al-Shafi'l, U (Bairat: Dar al-Ma'rifah, 1393),
G677-678.
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3
al-Urf  atau  al-‘Adab, dikatakan oleh al-Shatbi” g{hwa
tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga
kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak
lain  dengan  memelihara  kebiasaan-kebiasaan  yang
merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan
mempetahankan kebiasaan yang telah lumrah, mereka akan
terhindar dari kesulitan.

4. Qiyas/Logika®
Alasan kehujjahan a/-“Adah dari giyas atau logika adalah:

a. Hasil penelitian yang dilakukan ulama,
diketahui bahwa banyak diantara ketetapan
hukum  yang  menjustifikasi  beberapa
kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti
perjanjian al-Salam, al-Istisna’, al-Mudarabah
dan jual beli al-*Araya (jual beli antara kurma
basah yang masih belum dipetik dengan
kurma kering)

b. Andai bukan karena keberlangsungan a/
‘Adab atau al-Uif niscaya tidak akan diketahui
asal suatu agama, karena agama diketahu
dengan kenabian, kenabian bisa diketahu
dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat

apabila keluar dari kebiasaan (332l (& 15>

c. Pada dasarnya penetapan hukum dengan
landasan at‘Adah atau a/-Urf adalah tidak
berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada
metodologi  penetapan  hukum  yang

# Ibrahim Ibn Musa Al-Shatbi, a"Muwafagat i Ulsil al-Abkan Jilid 11(Bairat:
Diar al-Fiks tt), 212.

24 Al-Zuhaili, Usinl, 838.

= Al-Shatibi, et Munafagat,212.
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mu’tabarah seperti ijma’. Maslahah dan
Dhar’ah disamping banyak ketetapan hukum
yang berubah karena perbedaan situasi dan
kondisi.

D. Syarat dan getentuan al-‘Adab & al-Urf

Dalam aplikasinya, tidak semua “Adal kebiasaan bisa
dijadikan pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan
hukun  (a-‘Adah  Mubakkamah), akan tetapi terdapat

ketentuan-ketentuan yang harus penuhi, yaitu™:

‘Adah tidak bertentangan dengan nasshar’i dalam al-
Qur’an atau al-Hadith atau dengan prinsip legislasi
yang telah pasti dengan pertentangan yang
mengakibatkan penafian pemberlakuan semua
aspek hukum secara keseluruhan (bukan A-“Urf
al-Fasid), seperti kebiasaan menyerahkan barang
titipan kepada keluarga penitip atau budaya
mewakafkan barang bergerak (a/-‘Ain al-Mangul)
dan lainnya.

2. Adab berlangsung konstan (muttarid) dan berlaku
mayoritas seperti penyerahan mahar dalam
perkawinan dalam bentuk kontan atau cicilan
dianggap konstan apabila kenyataan tersebut
berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan di
seluruh negeri.

3. ‘Adah  terbentuk lebih  dahulu  dari  masa
penggunaannya sebagai pijakan hukum, syarat ini
bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa
digunakan pada waktu mengadakan transaksi
seperti wakaf, jual beli, wasiat dan ikatan

2 Al-Zuhaili, Ushul, 846-849
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perkawinan. Seperti istilah “ulama” atau “santri”
vang lumrah masa dulu  akan  berbeda
pengertiannya dengan sekarang , sama halnya
dengan nas shar’it yang bisa dipahami sesuai setting
kehadirannya  seperti  kata  f  sabid  Allah
dimaksudkan dengan kemaslahatan pejuangan dan
Ibn Sabil dimaksudkan dengan orang yang habis
bekal perjalanannya, ketika ketika tradisi sudah
berubah, maka kata pertama dimaksudkan dengan
orang yang mencari ilmu sedangkan yang kedua
dimaksudkan dengan anak hilang,

idak terdapat perkataan atau perbuatan yang
berlawanan  dengan  substansi  atau  yang
memalingkan dart  ‘Addabh. Contoh kasus, jika
kreditur tidak memberi batasan dalam transaksi
hutang piutang tentang waktu, tempat dan kadar,
maka kebiasaan yang berlaku akan mengambil alih
dalam masalah tersebut atau dalam transaksi jual
beli budaya melemparkan uang pembayaran (at
Thaman) adalah merupakan kesepakatan terjadinya
transaksi selama belum ada tindakan yang
menunjukkan sebaliknya.
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BAB IV

Al-‘“ADAH MUHAKKAMAH

A. Al-‘Adah Muhakkamah sebagai Upaya Rekonstruksi
Metodologis Hukum Islam

- Adah Mubakkamalh ggadat  kebiasaan atau tradisi

setempat) merupakan salah satu kaidah sumber hukum
Islam yang bisa dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum
Islam. Meskipun dalam praktek dan kenyatannya harus
dilihat kesesuaiannya dengan sumber hukum Islam yang
utama yakni al-Qur’an dan Hadis. Hal in1 dimaksudkan agar
hukum Islam tidak tampak kaku dalam penerapannya,
melainkan fleksibel dan luwes sebagaimana suatu kaidah
tagoyyury  al-abkam Dbl tagoyyurr al-azminah wa al-amkinah
(berubahnya hukum itu sangat tergantung dengan perubahan
situasi dan kondisi serta tempat di mana hukum itu berada).
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Hal ini merupakan upaya merekonstruksi hukum Islam
dari sisi metodologisnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan
di atas bahwa terdapat perbedaan nndangmyang mendasar
antara pendekatan kebahasaan (a/-gawaid al-lughaniyyah) dan
magasid al-shari’ah dalam menyikapi persoalan nas dan shari’
(Allah dan Rasul-Nya) dalam menetapkan suatu hukum yang
terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis. Yang demikian itu, bisa
dilihat bahwa pendekatan kebahasaan digunakan karena
menyangkut nas (teks) shari’ah, sementara pendekatan
melalui magqgasid al-shari’ah digunakan karena menyangkut
kehendak shari yang dapat diketahui melalui  kajian
magqasidash-shari’ah.”” Dengan kata lain, pendekatan dengan
al-gawaid al-lughawiyyah adalah dengan mendekati sumber
hukum Islam dari sisi kebahasaan dan sedangkan pendekatan
makna atau maqagid al-shari’ah dengan mendekati sumber
hukum Islam dari sisi tujuan yang terkandung di balik
teks."“Pentingnya kaidah fashi’pyah (kaidah perundang-
undangan) bisa dilihat dari tujuan diciptakannya shari‘at
(undang-undang) itu sendiri.

Penetapan hukum Islam melalui pendekatan magqasid al-
shari’ah dapat membuat hukum Islam lebih flexible, luwes,
sesuai dengan tuntutan zaman,'® karena pendekatan ini akan
menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual.
Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan

kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa flexibelitas

43 Imam Syaukanie, Refowstrwksi Epistemologi Hukon Islawe Indonesia dan
Relevansinya Bagi Pewbangunan Hukum Nasional, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2006), 43.

- Apus Moh. Najib, “Daleded an-Nash: Upaye Mesgperluas Maksied Syard
Melalui Pendekatan Babasa, dalow Adinwrrafig (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas
Paradigma Usul Figh Kontemporer, Yogyvakarta: Ircisod, 2003,96-97.

45 Hashi Ash-Shiddieqy, Syariat Tsbone Mewjanal Tantangan Zawsan, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1987), 223,
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hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (rigid), sekaligus akan
kehilangan nuansa kontekstualnya." Mengutip pendapatnya
Satria Bffendi, hukum Islam itu harus bersifat dinamis,
adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan
masyarakat.""’

Berdasarkan beberapa buah definisi di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa a/-‘Adah Mubakkamah merupakan
suatu kaidah sekaligus metode ijtthad  dalam rangka
menggali hukum (z#nbat) Islam, namun tidak berdasarkan
kepada nass tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan
maksud diturunkannya hukum shara’ (magasid ash-shari'ab).

B. Cara Mengkompromikan, Jika terdapat
Pertentangan antara al-‘Adah dengan al-Nas &

Qiyas
1. Pertentangan a/-‘Adah dengan Nas Shar’i

Dalam ketentuan penerapan a/- ‘Adal  sebagai pijakan
penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum dikatakan
bahwa a/-‘Adah tidak boleh bertentangan dengan teks
shari’ah (a/-Nas al-Shar?) dalam arti pertentangan pemakaian
dalam ungkapan dan pertentangan dalam keumumuman dan

kelkhusan teks shari’ah.

Dalam hal pertentangan pemakaian suatu ungkapan

dilihat dari sisi a/-‘Adab dengan sisi shara’, dijelaskan oleh

ulama’

M6 Ahmad Munif Suratmaputra, Fissfad Hukuw Iilawr al-Ghazaliy, Maslabalb-
Mursalal dan Relevansinya dengan Pencharuan Hukune Lilane, 104,

W7 Satria Effendi M. Zein, “Hukum Islam: Perkembangan dan
Pelaksanaannya di Indonesia”, dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor),
Figh Indonesia dalam Tantangan, (Surakarta: FIAT UMS, 1991}, 23-40,

148 Al-Zuhaili, Ushad, 849-857.
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Apabila  pemakaian ungkapan shara’ tidak
berhubungan dengan ketentuan hukum, maka
yang didahulukan adalah pemakaian a/ ‘Adab/ al-
“Urf al-Lafz, seperti dalam kasus ikan laut.

b. Apabila pemakaian ungkapan shara’
berhubungan dengan ketentuan hukum, maka
yang didahulukan adalah pemakaian shara’,
sepertighalam masalah wasiat pada kerabat yang
dalam pengertian a/'Adah adalah semua orang
yang mempunyal hubungan nasab, dari jalur ibu
(maternal) atau jalur ayah (paternal), ahli waris
atau bukan. Apabila kerabat yang dimaksud
adalah termasuk ahli waris, maka wasiat tersebut
gugur dengan ketentuan shara’

Sedangkan dalam hal pertentangan dalam keumumuman
dan kemutlakanan teks shari’ah maka dibedakan antara a/
‘Adah  atau al-“Urf sudah terjai sebelum atau bersamaan
dengan ketentuan teks shari’ah (& “Usf al-Sabig) dan al-‘Adal
atau a/"“Urf yang terjadi setelah adanya ketentuan teks dalam
shari’ah (al “Usf al-Tari).

Apabila al-‘Adah  atau al-“Urf sudah tejadi sebelum atau
bersamaan dengan ketentuan teks shari’ah menurut jumhur
ulama’  al-‘Adah  tidakbisa dipakai untuk menzakhsis
keumuman dan men/agyid kemutlakan teks shari’ah,
sedangkan menurut golongan Hanfiyah a/-“4dab bisa dipakai
untuk mentakhsis keumuman dan men/agyid kemutlakan teks
shari’ah. Sepeti ketika shari’ah mengharamkan riba dalam
makanan, maka keharaman tersebut hanya terbatas pada
makanan pokok dalam suatu daerah, bukan semua jenis
makananm atau kebolehan agad Salam dan istisna’.
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Sedangkan apabila al‘Adah atau al“Usf terjadi setelah
adanya ketentuan teks dalam shari’ah maka ulama sepakat
bahwa keadaan tersebut tidak bisa dipakai untuk mensakhsis
keumuman dan menfegyid kemutlakan teks shar’ah yang
telah ada sebelumnya.

2. Pertentangan al-‘Adab dengan Qiyas

Jika terdapat pertentangan antara al-‘Adah dengan Qiyas
maka ulama sepa bahwa hukum yang dihasilkan dar
metode (ryas yang harus ditinggalkan sekalipun keadaan atau
kebiasaan tersebut tergolong baru. Metode seperti in1 dikenal
dengan metode is#ihsan dalam madhhab Hanafi. Seperti
hukum suci bagi kotoran merpati atau burung gereja, karena
jenis itu biasanya tinggal di Masjid, bahkan di a~Masjid al-
Haram dan tidak demikian halnya dengan kotoran ayam atau
jenis lain yang tidak biasa berkeliaran di Masjid. Atau hukum
boleh menjual ulat sutera atau lebah karena telah lumrah
dalam masyarakat dan tidak begitu halnya dengan hewan-
hewan serangga lainnya.
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BAB YV

O
PENUTUP

A. Kesimpulan
#& I-‘Adah Muhakkamah merupakan suatu kaidah sekaligus

metode  ijthad  dalam rangka menggali hukum
(istinbat) Islam, namun tidak berdasarkan kepada  nass
tertentu, tetapi berdasarkan kepada pegglekatan maksud atau
tujuan ditetapkannya hukum shara’ (maqasid ash-shari’ah).
Dengan demikian, dapat membuat hukum Islam lebih
tflexible, luwes, sesuai dengan tuntutan zaman, karena
pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang
bersitat kontekstual. Sementara pengembangan hukum [slam
melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan
jiwa flexibelitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku
(rigid), sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.

77




Oleh karena itu, hukum Islam itu harus bersifat dinamis,
adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan
masyarakat

B. Saran

Selanjutnya yang perlu dif: 1 adalah pada dasarnya
kehujjahan dan pemakaian a/-’Adab atau al-“Usf sebagai
pijakan dalam penetapan atau penerapan suatu ketentuan
hukum (%Sawddall)  adalah  dalam  pengertian  sebagai
“penunjang’”’ saja, bukan sebagai landasan yuridis atau
perangkat metodologis otonom yang dapat menghasilkan
ketetapan hukum shari’ah secara mandiri (tentu jika sesuai
dengan  ketentuan-ketentuan  penerapan yang telah
ditetapkan), maka bisa dikatakan, bahwa penerapan a/-"Adal
atau  a/-“Urf dalam hakikatnya adalah penerapan dalil-dalil
syar’s itu sendiri yang bisa berbentuk jwa’ giyas kbafi atau
istibsan, istislah dan sad al-Dbariah, yang kesemuanya adalah
miut tabarab sebagai bujjah shar’iyyal.
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